


ABSTRAK

Penelitinn ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan tentang kebutuhan akan
pekerja sosial di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, meliputi setting pdnymfm
sosial yang ada, setting peloyanan sosial yang scharusnya ada, profil pekerja sosial
yang ada dan ketercukupannya pada tiap setting, kebutuhan pekerja sosial dalam
sctisp setting pelayananan sosial yang scharusnya ada, hambatan dalam
perekrutan pekerju sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang ada dan
upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam perekrutan pekerja sosial
yang seharusnya oda, serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosinl (PMKS).

Metode penelitisn yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode
deskriptif analisis kuantitatif yang menyajikan teatang kebutuhan pekerja sosial di
Kota Bogor. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan studi dokumentasi,
Teknik analisa datn yang digunakan adalah analisa data kuantitatif dan kualitatif,

Hasil penclitian ini adalah penanganan PMKS dan penyclenggarasn
kesejahteraan sosial serta pengembangan karir Sumber Daya Manusia (SDM)
bidmgKesejahtmmnshldiKohBogorbdmnadaPutﬂmDncnhymg
mengatur atau  kebijakan yang menjadi dasar hukumnya. Disamping itu
penyelenggaraan  kesejohternan  sosial untuk  menangani  PMKS yang
diselenggarkan oleh panti pemerintah di Kota Bogor masih adanya kendala
jumiah SDM yang diperiukan terutama profesi pekerja sosinl dimana jumlah SDM
pekegja sosial tidak sesuni dengan jumlah klien PMKS yang ada dan jenis PMKS
yang dilaynni, serta penyelenggaraan kesejahtersan sosinl untuk menangani
PMKS yang diselenggarakan olch panti swasta belum sdanya SDM profesi
pekerju sosial,

Smnymgdhmﬁkmolehﬁmpeocliﬁaninimmlaindimjukmkcpada
DthosinLTmchzjnmemnsmlgmiKouBogotyaimawmndomng
pmmgkukcbuahnbaikpancﬁnmhpmﬁnsiJmBamlmmpunmcﬁnmh
Kota Bogor untuk mewujudkan Peraturan Dacrah sebagai dasar hokum
penanganan PMKS di daerahnya dan penyelenggaraan kesejahteraan sosinl di
dmh.sedmghnba@pumipunaim:hagnSDMymgmﬁbnddm
pmmn?hﬁ(SWmumfsipekujunﬁnlhmdahwadipabanyakscsmi
dmg-nkeb\mﬂnnmn.deDMymgudihndahmpemymPMKSymg
profesi hon pekegja sosial hendaknya ditingkatkan pengetahuan, skill dan

mpp&qjamdﬂma!mmwydmmmpmmmnmmm%ﬂ(s
leblbptofumldanmhhnkaukoo:dinnsidmgmmnmmscmmm
program-program yang ada lebih terarah dan dalam penanganan masalah PMKS
lebih profesional.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan masalah kescjahteraan sosial sant ini sedang mendapat
perhatian yang lebih utama dalam pembangunan sosial secarn umum,
Pelayanan sosial bukan hanya betksitan dengan prasyarat dalam proscs
pembangunan, melainkan sudah menjudi bagian yang terintegrasi dalam hak
asasi manusia (Colby, 2008), Pelayanan sosial ini tidak cukup hanya sekedar
dilaksanakan sebagai suatu ketentuan pokok, melainkan terarah dan juga
mengutamakan kualitas sebagai unsur utamanya.

Berbagai sub sistem pelayanan memiliki fungsi dan tugas tersendini
yang bekerja scbogai satu kesatuan terintegrasi dalam sistem pelayanan
secara utuh. Berbagai unsur terkait dalam sistem penanganan masalah
kesejahternan sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu upaya terrencana
dan terorganisasi secara sistemik dan utuh dalam kerangka pembangunan
kesejahteraan sosial. Sistem pemerintahan, sistem kebijakan, anggaran,
profesionalisme pelayansn sosial baik yang diselenggarakan oleh
masyarakat maupun pemerintah, peran serts masyarakat dalam pelayanan
sosial, serta kompleksitas masalah sosial yang dihadapi, merupakan penentu
penting dalam sistem pelayanan,

Pelayanan kesejahtersan sosial secara umum dapat terbagi menjadi
dua (2) jenis, yaitu pelayanan berbasis institusi dan pelnyanan sosial berbasis
masyarakat. Kedua pelayanan memiliki karakteristik yang berbeda satu
sama lain. Pelayanan sosial yang disclenggarnkan oleh sistem-sistem
kelembagaan masyarakat lokal, kemampuan masyarakat lokal, serta sumber
daya lokal, berada pada koridor pelayanan sosial berbasis masyarakat.

Sedangkan pelayanan dengan menggunakan  sumber daya
kelembagaan formal, serta dilaksanakan dengan menggunakan sistem
sumber institusional, yang bissanya berupa panti, berada dalam koridor

[mxm'mmmmwm.m.m-rusmmm:ﬂ
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sendiri membutuhkan sistem pelayanan vang berbeda. Apapun atau
bagaimanapun sistem pelayanan yang dilakukan, baik yang berbasis
masyarakat maupun yang berbasis institusi, terkait erat dengan sistem
kebijakan, anggaran, profesionalisme pelayanan sosinl baik yang
disclenggarakan oleh masyarskat maupun pemerintah, peran serta
masyarakat dalam pelayanan sosial, serta kompleksitas masalah sosial yang
fihadani

Lembaga kesejahteraan sosial merupakan salah satu sub sistem yang
sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Lembaga ini bertujuan
agar penerima pelayanan kesejahteraan sosial atau penerima manfaat dapat
melaksanskan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan
masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh lembaga pelayanan
kesejahteraan sosial dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka
diperlukan berbagai sub sistem seperti yang dikemukakan di atas.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi ujung tombak dalum sistem
pelayanan langsung kepada penerima manfaat. SDM yang menjadi penentu
pdaksanannpehyamudahhSDMymgmcmﬂildpcngcmhm
secara profesional. Pekerja Sosial merupakan SDM  utama yang
dikembangkan untuk memberikan pelayanan secara profesional dalam
pdaymcosial.baikpelaymsodnlymgbcrbaaismmkmmupun
yang berbasis institusi. Untuk menjalankan fungsi dan tugas sistem
pelayanan kesejahteraan sosial secars penuh, diperlukan SDM Pekerja
Sosial sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Kebijakan pembangunan kesejahterasn sosial di Indonesia pada
dasar-nya diarahkan pada empat (4) dimensi penting, pertama peningkatan
kualitas dan efektivitas pelayanan sosial. Kedua, perluasan jangkauan
pelayanan yang makin adil dan merata. Ketiga, peningkatan profesionalisme
pdaymmdal.hikymgdbclalggammoldrmymMnmupun
Pemerintah. Keempat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan
sosial. Bila keempat dimensi ini terselenggara dengan baik, maka
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masyarnkat yang telah berfungsi sosial secarn normal akan lebih
memberikan kontribusinya kepada pembangu-nan  kescjahteraan sosial,
Sedangkan masyarakat yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akan
terjangkau, tertolong untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian
sosial penyandang masalah dengan baik.

Desentralisasi kewenangan di bidang pembangunan kesejahteraan
sosial merupakan suatu masalash besar yang muncul skibat proses
penempatan kewenangan dacrah dalam berbagai aspek pembangunan,
termasuk  pemba-ngunan  kesejahteraan sosial. Proses desentralisasi
pembangunan kesejahteraan sosial mengakibatkan banyaknya Pekerja Sosial
yang kumng dapat difungsikan sebagaimanas mestinya. Banyak Pekerja
Sosial menjadi kurang berfungsi karena dialihkan menjodi pegawai di
lingkungan pemerintah daerah yang kurang relevan dengan profesinya.

Disamping itu, pencrapan aturan otonomi daerah sesuai dengan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Daerah dan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom, meng-
akibatkan keberadaan Pekerin Sosial di lapangan semakin tidak jelas
kiprahnya, Hal ini banyak dipengaruhi oleh sistem politik daerah yang
memiliki kewenangan dalam menctapkan prioritas  pembangunan.
Desentralisasi mengakibatkan kurang diprioritaskannya sektor pembangunan
yang tidak mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kemensos R, saat ini
Kementerian Sosial memiliki panti sebanyak 30 buah yang tersebar di
beberapa kabupaten/kota dan 4 buah balai, Sesuai dengan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendekatan
desentralistik (boffom-up) untuk masa yang akan datang, Kementerian Sosial
harus menerapkan pendekatan desentralistik yang bertumpu pada
kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, sumber-sumber dan potensi serta
kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat,
dan perlu membangun suatu jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah
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untuk dapat merumuskan suatu pelayanan yang beroricntasi pada kebutuban,
sumber dan polensi masyarakat lokal.

Berdnsarkan rasio perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah
KescjuhmmADSosinl(PMKS)dcrmPekcdaSosialuhuntmuﬂ\
mnnbmmshwmniﬁmthm(SuhmZOBsddwls,ﬂuu
mmmuw-wdmmmmns.snm.
Jikn msio idealnya 1:100, maka masih dibutuhkan 139.000 orang Pekerja
Sodnllagi.PemahmmdimhmyamdilnljmlnhPekujaSosinl
dibandingkan dengan jumlsh PMKS saja, belum dilihat kualitas Pekerja
SosinlimamdiﬁmlmmpkmmmhhymgdﬂmdlpiPMKS

Dadpmjdmmdimdlpndisimpulhnbnhmdlpcdukm
Miﬁskehﬂﬂhm?&ujammdm&lndmpnsimasidm
kebutuhan memiliki makna yang kurang lebih sama dengan asesmen
kchnnhm.kmummnﬁsiskebumhnndalamhalinimm—updmahivim
mmkmcngenhnipcngmhmkmﬁhn.mdhpamnihiymg
WMMWMMMWy& Berkaitan
dengmmkchnulnn,McKimp(l%ijelaskm:

“Need"refers to the gap or discrepancy between apresent state (what
is) and a desired state (what should be).The need is neither the
present northe future state;itis the gap between them, yang kemudian
di jelaskan lebih Janjut mengenai need assessment™....it means a plan
fargmhaingbgﬂamaﬂonabmdlsmpawmmdformhrgthm
information to make decisions about priorities”.

Pandangan tersebut menjelaskan  bahwa analisis kebutuhan

mctupdmnnmnnpwsumgdirmmnkmmwkmcngmnptﬂkmdau
mengenai kesenjangan yang sda antara kondisi saat ini dengan kondisi yang
diharapkan. Analisis kebutuhan ini berguna untuk mengambil keputusan
dalam penetapan prioritas.

Dikaitkan dengan kebutuhan Pekerja Sosial dalam melaksanakan
pelayanan sosial, baik di luar panti maupun di dalam panti, atau berbasis
masyarakat serta berbasis institusi, maka asesmen kebutuhan akan Pekerja
Sosial adalah suatu proses yang direncanakan untuk mengumpulkan data
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mengenni kesenjangan yang ada mengenal ketersediman SDM  Pekerja
Sosial, antars kondisi saat ini dengan kondisi yung diharapkan, sesual
dengan komplcksitas masalah maupun kuantitas masalah. Analisis
kebutuhan tentang Pekerja Sosial inl berguna untuk mengambil keputusan
dalam penetapan prioritas. Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di
atas, maka diperlukan analisis kebutuhan Pekerja Sosial.

B. Permasalahan Penclitian
Permasalahan Penelitian Analisis Kebutuhan Pekerjo Sosial adalah

untuk menjawab “Bagaimana kebutuhan Pekerja Sosial di Provinsi Jawa

Barat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kescjuhterann

sosial” dengan sub-sub permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana setting pelayanan sosial yang ada, baik berbasis masyarakat
maupun institusional 7

2. Bagaimana setting pelayanan sosial yang seharusnya ada, baik berbasis
masyarakst maupun institusional?

3. Bagaimana profil Pekerja Sosial yang ada dan ketercukupannys pada
tinp setting pelayanan?

4. Bagaimana kebutuhan okan Pckerja Sosial dalam setisp setting
pelayanan sosial yang scharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat
maupun institusional?

5. Bagaimana hambatan dalam perckrutan Pekerja Sosial dalam setiap
setting pelayanan sosial yang scharusnys ada, baik yang berbasis
masyarakat maupun institusional?

6. Bagaimana upaya vang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
perckrutan Pekerja Sosial dalam setiap setting pelayanan sosial yang
scharusnyn ada, baik yang berbasis masyarakat maupun institusional?

7. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani PMKS?,

Anais Kebutuhon PEXSOS Kota Boger, Prov. Jabor - PUSUT STKS *2015 | | §




C. Tojuan Penclitian

akan
mjmlchmsebngaibaikm:
l.

uan untuk mendeskripsikan bagaimana kebutuhan

Penelitian ini bertuj
beberapa

pekerja sosial di Provinsi Jawa Barat, yang diurai menjadi

Mendeskripsikan bagaimana setting pelayanan sosial yang ada, baik

bctbasismmempmimdmsioml

Mendeskripsikan bagaimana setting pelayanan sosial yang scharusnya
-da.bnikbabdsmuymhtmnpuninsﬁmsioml

Mendeskripsikan bagaimana  profil Pekerjn Sosial yang ada dan
Ketercukupannya pada tiap setting pelayanan
Mmmwmmwwammmp
saﬁngpdtymsosinlylngtehnumyaada.baﬂtymgberbasis
msymhlmq:uninstinnhul
deahipsihnbagaimmlbambmndahmmehuunhkaja.%ﬁnl
dlhmmiq)mﬁngpdlymmsosinlynngschmnnyaadn,baikymg
berbasis masyarakat maupun institusional

Mendeskripsikan bagaimana upsya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan dalam perckrutan Pekerjn Sosial dalam setiap setting
pelayanan sosial yang scharusnya ada, baik yang berbasis masyarakat
maupun institusional

Mendeskripsikan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam
menangani PMKS.

D. Manfaat Penelitian

Penclition ini bermanfast untuk mendeskripsikan pelayanan

kesejahtersan sosial yang seharusnya diselenggarakan sesuai perkembangan
dalam penctapan prioritas kebutuhan akan Pekerja Sosial di Provinsi Jawa
Barat. Secars rinci manfant ini dapat diurai sebagai berikut:

Memberikan analisis mengenai proyeksi permasalahan kesejahteraan
sosial di Provinsi Jawa Barat
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2. Untuk memberikan taksiran (proyeksi) kebutuban akan Pekerja Sosial di
Provinsi Jawn Barat yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan
keputusan

3. Menjadi landasan empirik dalam merancang tindakan bagi pengambilan
keputusan stau perumusan kebijakan penanganan masalah kesejahteraan
sosial di Provinsi Jawa Barut.

E. Keterbatasan penelitian
Penclitian Analisis Kebutuhan Pekera Sosial memiliki beberapa
keterbatasan antara lain responden sampel peneclitian tidak mencakup
seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dalam pengambilan kesimpulan umum
tidak mencerminkan kersgaman wilayah. Keterbatasan pengetahuan
responden tentang pekerjaan sosial, serta keterbatasan pengalaman praktik di

masukan secar nkurat.
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BABII
KAJIAN PUSTAKA

A. Pekerjann Sosial dan Pekerja Sosial
1. Pengertian Pekerjann Sosial dan Pekerja Sosial
Dalam Undang-Undang No. 11 Tabun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial dinyntakan bahwa penyelenggaraan kescjohtersan  sosial adalah
upaya yang fterarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah dacrah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosial guna memenuhi kebutuhan dasar sctisp warga negara yang meliputi
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan
sosial. Mengacu pada penyeclenggaman kesejahteraan sosial sebagai suatu
upaya maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) kescjahternan sosial
yang handal, terampil dan bertanggung jawab. SDM yang dimaksud
adalah SDM yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta
yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjsan sosial, dan kepedulian
dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melrlni pendidikan, pelatihan,
dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-
tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Berdasarkan uraian di atas, makna pekerjaan sosial bukan hanya
kegintan amal, kegiatan kemanusisan atsu kedermawanan (charify/
Jilantropy) scbagaimana yang muncul pada tahap-tahap awal perkemba-
ngannya, tetapi pekerjaan sosial diartikulasikan sebagai profesi atau
keahlian di bidang pertolongan kemanusiaan yang didasari oleh kerangka
pengetahuan (body of knowledge), kerangka nilai (body of value) dan
kerangka keterampilan (body of skill) yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan pengalaman praktek profesional, Ketiga perangkat tersebut
membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu kliennya,
Secara konvensional, tugas utama Pekerja Sosial adalsh melaksanakan
pelayanan kemanusisan baik pada setting lembaga (seperti lembaga
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pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, lembaga perlindungan anak,
panti sosial bagi manusia lanjut usia, dsh), maupun masyarakat, misalnya
menjadi  pengembang  masyarakalVcommunity  deveioper  yang
menyelenggarakan program pemberdayaan komunitas lokal.

Pekerja Sosial berbeda dengan profesi lain, saat menghadapi klien,
seorang Pekerja Sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan,
melainkan pula lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada,
termasuk didalamnya “orang-orang penting lain" (significant others) yang
mempenga-ruhi klien, Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan
keberfungsian sosial (social functioning) melalui intervensi yang bertujuan
atay bermaknn. Keberfungsian sosial merupakan pembeda antara
pekerjaan sosial dengan profesi lainnya.

“Social functioning fo be a central purpose of social work and
intervention was seen as the enhancement of social functioning” demikian
Skidmore, Thackeray and Farley (19991) dalam Suharto (2010)
Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan orang, baik
individu, kelompok atau masyarakst dalam memenuhi kebutuhan dasar,
menjalankan peranan sosial sesuai tugas-tugas kehidupannys. Keluarga,
organisasi sosial, dan komunitas juga dikatakan dapat berfungsi sosial,
bila mereka mampu menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan status
sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma-norma lingkungan sosialnya.

EdiSuhmoQOOG)mmynnkanbabwa:ebagaisebmhm&si
kemanusiaan, secara garis besar ada empat (4) tugas profesi pekerjaan
sosial, yaitu:

& Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang
dihadapi klien. Dalam menjalankan tugas ini Pekerjn Sosial
mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam menjalankan tugas-
tugas kehidupan dan menggali kekustan-kekustan yang ada pada diri
klicngummmgcmbmgkmsolusidmmmpmnloam

b. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar
klien. Beberapa tugas Pekerja Sosial yang terkait dengan peran ini
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antara Jain: o) membantu klien menjangkau sumber-sumber yang
dipertukan-nya; b) mengembangkan program pelayanan sosial yang
mampy memberikan manfast optimal bagi klen; ¢) meningkatkan
komunikasi diantara para petugas kemanusisan, dan d) mengatasi
hambatan-hambatan dalam proses pelayinan sosial bagi klien.

¢. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan dari tugas ini adalah
untuk menjamin bahwa sistem kesejshteraan sosial berjalun secara
manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan wargs setempat dan efektif
dalam memberikan pelayonan sosial terhadap masyarakat.

d. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijekan
sosial. Menjalankan tugas ini, Pekerja Sosial mengidentifikasi isu-isu
sosial dan implikasinya bagi kchidupan masyarakat. Kemudian
Pekerja Sosial membuat naskah kebijokan (policy paper) yang memuat
baru maupun perbaikan atau pergantian kebijakan-kebijakan lama yang
tidak berjalan cfektif. Selain itu, dalam melaksanakan peran ini,
Pekerja Sosial juga bisa menterjemahkan kebijakan-kebijakan publik
ke dalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien.

Pekerjuan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong
individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau
memperbaiki kapasitas mercka agar berfungsi sosial dan menciptakan
kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut
(Zastrow, 1999). Artinya scorang Pekerja Sosial profesional akan
mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian
sosial dan kemandirian individu, kelompok, maupun masyarakat yang
menjadi  sasaran  pelayanannya. Untuk ity menurat Skidmore dan
Thackeray (1982), aktivitas profesional Pekerja Sosial harus dilandasi oleh
berbagai komponen profesi seperti berikut:

8. Pekerjaan sosial sama seperti yang lainnya mempunyai fungsi
memecah-kan masalsh (problem solving function)
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b.!‘umkpokcdmmhlmmmhnmurdymdihndniokh
pengetahuan itmiah, nilai, dan keterampilan.

c. Pekerjnan sosial scbagai suami peofesi yang muncul dan  lerus
berkembang, karena mampu  momentuhi kebutuhan orang  dan
uspirsinys diakui masyamkat.

d. Pelaksanaan prakiek pekerjaan sosial harus discsuaikan dengan nilai-
nilal masyarakat dimana peaktek tersebut dilaksanakan,

e. Pengetahuan yang dipelukan untuk prakiek pekerjasn sosial ditentulkan
olch tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.

f. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan
vital bagi pam pekerja sosial profesional.

g. Keterampilan profesi pekerjaan sosial dickspresikan melalui kegiatan-
kegintan yang dilakukan olch pekerja sosial profesional.

Pelaksanaan prakick pekerjaan sosial sclalu melibatkan pekerja
sosial dalam level mikro, mezzo maupun mukro, Mengacu padn pendapat
Midgley (1995), Gray (1997), dan Cox (2001) dalam Adi (2007), bahwa
dalam melaksanakan pembangunan sosial ada tiga (3) level/tataran yang
memeriukan keterlibatan Pekerja Sosial, yait:

a. Level mikro, Pada tataran ini, pendekatan pekerjman sosial merujuk
pada berbagai keahlian untuk mengatasi masalah individual. Masalah
sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan trauma psikologis,
seperti: konseling trauma dari tindak kekerasan, masalah penyesuaian
diri, spatisme hingga gangguan mental. Pendekatan mikro lebih
bersifat rehabilitatif dan remedial (penyembuhan).

b. Level mezzo, Pada level ini titik berat adalah pada upaya komunitas
yang bekerja sama guna menghadapi permasalahan yang ada di tingkut
komunitas. Pendekatan yang dilakuksn adalsh melalui intervensi
komunitas dengan mengembangkan program yang bersifat preventif,

pronktif, dan kreatif pada berbagai jenis organisasi layanan
masyarakat, seperti: pengembangan masyarakat, perencanaan
komunitas, pendidikan masyarakat, dan sebagainya.

([ Anolsis Ketwtuhan PEKSOS Kola Sogor, Prav. Jobar - PUSLIT STKS 2015 |




¢. Level makro. Padn level ini pendekatan yang digunakan lebih kepada
level pormatif dimana praktisi kesejahteraan sosial dalam arti luas
terlibat dalam berbagai upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan
sosial, bagaimana seornng pakar Kescjuhteraan sosial berusahn
mempengaruhi  proses  pembuatan  kebijakan dan  pengambilan
keputusan di level yang lebih makro dan komunitas lokal sehinggn
wama proses perencanaan dan pembuatan kebijakan yang lebih
memperhatikan  unsur  partisipasi  publik, desentralistik, dan
demokratis.

Surnt Keputusan Mendiknas No. 045/U72002 tentang Kurikulum
Inti Perguruan Tinggi mengemukakan bahwa: "Kompetensi adalah
seperangkat tindakan cerdas, penub tanggungjewab yang dimiliki
sescorang scbagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam
melnksannkan tugas-tugas di bidang pekerjsan tertentu”. Dalam
kaitannya dengan profesi pekerjuan sosial, maka standar kompetensi yang
barus dimiliki meliputi pengetahuan, nilai dan ketersmpilan pekerjaan
sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan
kescjahteraan sosial.

2. Pengetahuan Pekerjann Sosial

Pekerja  Sosinl dalam memberikan pelayanan sosial harus
mengguna-kan pengetabuan-pengetahuan  ilmish yang sudah teruji
validitasnya. Menurut Morales and Sheafor (1983), pengetahuan
didefinisikan sebagai “Knowledge may be generally definied as the
acquaintance with or theoretical or practical uncderstanding of some
branch of sicience, art, learning or ather are involving study, research or
practical and the acquisition of skills". Pengetahuan pads umumnya
dihasilkan dari riset dan prakiek yang sudah teruji ketepatan dan
kebenarannya.

Secara garis besar pengetahusn pekerjaan sosial dapat dikelompok-
kan ke dalam tiga golongan, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan
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sosial, yaitu: Pertama, pengetshuan tentang klien, baik klien scbagai
individu, kelompok maupun masyarakat; Kedus, pengetahuan tentang
lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat
dan kebudaynan (society and culture), dan ketiga, pengetahuan tentang
profesi pekerjaan sosial profesional, yang meliputi pengetahuan tentang:
diri scbagai scorang pekerjn sosial (self), profesi (profession), dan
intervensi (intervention).

Hepworth dan  Larsen (1982), memberikan empat (4) kelompok
pengetahuan pekerjaan sosial ;

Pertama, Tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial (Human
Behavior in the Social Environmenf). Kelompok pengetshuan ini
mencakup pengetahuan tentang: a) Pertumbuban dan perkembangan
manusia, b) Permasalahan yang dialami manusia, ¢) Sumber-sumber dan
kebutuhan yang diperlukan dalam setiap tahap perkembangan, d)
interaksi antara individu dengan lingkungannya, €) kekuatan dan motivasi
manusia, f) faktor-fakior yang perlu dikembangkan, dan g) perencanaan
dan pelaksansan program yang efektif,

Kedua, Kebijakan Sosial (Social Policy), meliputi peneetshuan
tentang: a) Perumusan kebijakan sosial yang berkaitan sistem pelayanan,
baik dari pemerintah maupun swasta, b) Misi dan ctika profesi dalam hal
kebijakan sosial, ¢) Partisipasi pekerja sosial dalam memanfaatkan dan
mengembangkan kebijakan sosial guna meningkatkan fungsionalitas
individu, kelompok danmasyarakat, d) Komitmen pekerjaan sosial
terhadap keadilan sosial, ¢) Permasalohan kesejahteraan sosial, dan f)
Ketimpangan distribusi/akses’kesempatan, sumber, barang, pelayanan
yang diperoleh kelompok minoritas, stou kelompok yang kurang
beruntung.

Ketiga, Metode-metode pekerjann sosial (Social Work Methods).
Pekerja Sosial di dalam melaksanakan misi dan tujuan profesinya, perlu
memiliki pengetabuan tentang metode-metode pekerjaan sosial yang
meliputi:: a) Cara-cara untuk meningkatkan keberfungsian sosial
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kliennya, b) Proses pemecshan masalah, ¢) Peranan-peranan yang
dilaksannkan Pckerjo Sosial dalam proses pemecahan masalah, dan {)
interview, ncgoshlﬁ.danimanksi.

Keempat, Penelition (Rescarch). Penclitian di dalam kerangka
pengetahuan pekerjaan sosial semakin lama dirasakan semakin penting.
Hmlpuwhmdmmbnkmmupakmkekmunbognpcrkembmm
pengetahuan profesi tersebut

3. Nilai-nilai Pekerjaan Sosial

Nilsi mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam prakick
pekerjaan sosial. Pincus dan Minahan (1973) menyatakan bahwa nilai
adalah keyakinan, preferensi atsupun asumsi mengenal apa  yang
dﬁnginknmdhnwpbaikolchmuin.hlihiymgdimuoleb
sescorang dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi
dengan orang luin, Pekerja Sosial di dalam melaksanakan tugas-tugasnya
selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi Pekerjn Sosial (personal
valaes), nilai-nilai profesi pekerjaan sosial (proffesion values), dan nilai
klien atau kelompok klien (the values of a client or client group).

Sumber-sumber nilni pekerjuan sosial pada prinsipnya dapat
dikelompokkan ke dalam empat (4) elemen nilai yaitu:

Pertama, Nilai masyarakat (Societal values). Pengetahuan
pekerjaan sosial dapat diperoleh darimana saja, tetapi Pekerja Sosial perlu
menyaringnya untuk disesuaikan dengan nilai yang berlaku dalam suatu
masysrakal. Apa yang dipraktekkan dalam masyarskat belum tentu
merupakan kegistan untuk melaksanakan nilai, sebaliknya nilai belum
tentu merupakan hal yang dipraktekkan di dalam masyarakat. Jadi nilai
masyarakat bisa menjadi sumber nilai bagi para praktisi kesejahteraan
sosial

Kedun, Kode etik (Code of ethic). Kode etik merupakan rumusan
tentang perilaku yung dianggap baik dan perlu ditunjukkan oleh anggota
profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar para
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anpgotanya tidak melakukan malprakiek. Tujuan dan fungsi kode etik
adalah: a) melindungi reputasi profesi dengan jalan memberikan kriterin-
kriteria yang dapat diikuti untuk mengatur tingkah laku anggotanya; b)
secara ferus menerus meningkatkatkan kompetensi dan kesadaran
tanggung jkawab bagi para anggota di dalam melaksanakan praktek; dan
¢) melindungi masyarakat dari praktek-prakick yang tidak kompeten.
Kode Etik pekerjaan sosial pada prinsipnya mengatur empat (4) hal,
yaitu: Perilaku dan sifat-sifat utama sebagai Pekerja Sosial, Tanggung
jawab etik Pekerja Sosial terhadap klien, Tanggung jawab etik Pekerja
Sosial terhadap sejawat, Tanggung jawab ctik Pekerja Sosial terhadap
Badan sosial yang mempekerjakan, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial
terhadap profesi, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap
masyarakat, Tujuan lembaga dimana Pekerja Sosial bekega (Agency
Purpose). Pekerja Sosial harus mengikuti peraturan-peraturan yang
berlaku di dalam lembaga Pekerja Sosial tersebut bekerja.

Ketiga, Teori (Theory). Teori dianggap baik jika dapat berfungsi
sebagai nilai. Teori-teori pekerjsan sosial juga mengandung unsur-unsur
nilai yang dapat dijadikan sumber bagi pembentukan kerangka nilai
pekerjaan sosial. Nilai-nilai  teori pekerjaan sosial dikelompokkan
menjadi: a) nilai tentang konsepsi orang; b) nilai tentang masyarakat; dan
¢) nilai yang berkaitan dengan interaksi orang.

4. Keterampilan Pekerjaan Sosial

Kompetensi pekerjaan sosial tidak hanya diperoleh melalui
pemahaman tentang berbagai teori atau ilmu kesejahteraan sosial, tetapi
juga terknit dengan unsur praktek. Bagaimana scorang Pekerja Sosial
profesional bisa mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya dalam
setting praktek pekerjaan sosial. Penerapan suatu teori atau pengetahuan
membutuhkan  keterampilan, schingga setiap profesi memerlukan
keterampilan. Keterampilan merupakan komponen penting di dalam
kerangka referensi pekerjaan sosial, sebab keterampilan pada prinsipnya
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merupakan alat untuk memadukan antara pengetahuan dan nilai-nilai
pekerjaan sosial.

Keterampilan pekerjaan sosial adalah kemampuan para Pekerja
Sosial untuk menetapkan suatu misi, di dalam kaitannya dengan Pemerlu
Pelayanan Kescjahteraan Sosial (PPKS) baik individu, keluarga,
kelompokmuptmmasymkat.sehinggadapndijndilmnpedomandalnm
melaksanakan proses intervensi sosial, yang perubahannya didasarkan
kepads nilai dan pengetahuan pekerjaan sosial. Keterampilan pekerja
sosial diekspresikan dalam salsh satu atau lebih metoda pekerjaan sosial
gcnu'alisyaimpmggmaanmmngg\mgjawab.k:mdm keahlian,
dan disiplin diri dalam berelasi dengan para PPKS.

Kompetensi prakiek pekerjaan sosial terlihat pada penguasaan
ketmpilmmmkmmggtmhnnwtodadmwﬁkpekujmsosial.
Keterampilan pekerjaan sosial pada dasamya merupakan kemampuan
memnhnmipammPekujaSosialdankammpmnumukmcmbmm
klien baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakal , agar mau
bapuﬁsipmididalampmsupcmccahanmudahmupunkcmampmn

Keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial
untuk dapat melaksanakan praktek pekerjaan sosial dengan baik menurut
Zastrow (1983) adalah sebagai berikut: Observasi situasi dan kegiatan,
Pengumpulan data, Analisis data, Identifikasi permasiahan  sosial,
Mendengarkan, Berkomunikasi, dengan efektif, Wawancara/interview,
Memberikan informasi, Berinteraksi dengan orang lsin, Penjelasan
mengenai perasaan dan sikap, Penjelasan mengenai implikasi yang
dipilih, Dorongan dan bimbingan, Motivasi-motivasi lain, Mengajarkan
hal-hal yang lain, Mengidentifikasi tujuan, Memilih strategi itervensi
yang tepat, memonitor pemerataan penyebaran pelayanan, mengadakan
kontrak, melakukan advokasi, berhubungan dengan kolega/teman
sejawat, mencatat kasus, dan mengasesmen kegiatan-kegiatun intervensi
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Selain itu dalam konteks pengembangan masyarakat, keterampilan
dasar (Body of Skiil) yang harus dimiliki Pekerjn Sosial menurut
Widhiowati,dkk (2010) adalah: keterampilan  dalam melakukan
komunikasi personal, memfasilitasi kelompok & periemuan, melakukan
pmdldikmmnyunhLmycdinkmmbahgiswhnrdmpm
proses masyarskat, membuat tulisan, memberi motivasi, meningkatkan
antusissme dan mengaktifkan masyarakat, mengatasi konflik-konflik
perwakilan/representasi advokasi, melakukan presentasi publik, bekerja
dengan media massa, manajemen dan organisasi, dan melakukan
penclitian

Mengacu pads kompetensi pekerjsan sosial yang meliputi
peketjaan sosial tidak sama dengan profesi-profesi lainnya yang banyak
membaikmmbudnlarnptmpmolonmnymKompdcnsipekujm
sosial memberikan suatu kerangka pengetahuan (body of knowledge),
kerangka nilai (body of values) dan seperangkat keterampilan (body of
:Hlb)dlﬁpmdekmmuhnmensipawlongm'rxbaikunmkdisdckd

Menurut Khinduka dan Coughin (1978), secara garis besar, posisi
mmmmms«mmmmmwm
antarn lain:

a. Perencana social (social planner)
b. Peneliti (Researcher)

¢. Pendidik (Educator)

d. Penyembuh (7herapist).

Selanjutnya, karena posisi-perannys yang meliputi skala mikro
maupun makro dalam perubaban (penataan) kehidupan sosinl di dalem
muymumahmhikpekcljmsosialmdﬂmduiolebnihi—niw
sosial-budaya di dalam masyarskat itu sendiri. Dengan demikian, para
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Pekerjn Sosinl sebagni penyandang keahlian pekerjaan sosial harus

memiliki kualifikasi sehagai berikut:

a. Memahami, menguasai, dan menghayati serta menjadi figur pemegang
nilni-nilai sosio-kultural dan filsafat masyarakat.

b. Menguasai sebanyak dan sebaik mungkin berbagai perspektif teoritis
lentang manusia, khususnya schagai mahluk sosial, lebih khusus Ingi
periloku interaktif manusia beserta wadah kelembagaannya dalam
keanekaragaman bentuk beserta perubahan-perubahannya.

¢. Menguasai dan sccarn kreatif menciptakan berbagai metode
pelaksanaan tugas profesionalnya.

d. Memiliki mental wirausaha, yang mencakup:

1) Kepekaan terhadap perkembangan masyarakat beserta kebutuhan-
kebutuhan sosial yang menjadi  konsekuensi perkembangan
tersebut.

2) Keberanian untuk memprakarsai tindakan dalam  memenuhi
kebutuhan masyarakat akan pelsyanan sosial institusional.

3) Kemandirian dalam berpikir dan bersikap serta kemampuan
merumuskan dan mengungkapkan pandangan dan mewujudkannya
dalam tindakan nyata.

4) Kreativitas dalam upaya untuk menemukan dan mengembangkan

ide-ide baru dalam pelaksanaan tugas profesinya.

Istilah Pekerjn Sosial ditujukan kepada lulusan-lulusan sekolah-
sekolah Pekerjaan Sosial yang diperkerjakan pada lembaga kesejahteraan
sosial. Seorang Pekerjn Sosinl adalah seorang ngen atau pelaksana
perubahan (change agent). Sebagai seorang pelaksana perubahan Pekerja
Sosial dipersyaratkan untuk memiliki keterampilan-keterampilan dalam
bekerja dengan individu-individu, kelompok-kelompok dan keluarga-
keluarga serta melakukan perubahan-perubshan dalam masyarakat
(Charles Zastrow, 1981).

Menurut National Association of Social Workers (NASW), Pekerja
Sosial dapat dikelompokkan menjadi empat (4) golongan, yaitu:

~
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a. Pekerja Sosial Tingkat Profesional Dasar (Basic Proffesional)

Tingkstan ini mensyaratkan kualifikasi pendidikan dari tingkat
diploma/bachelor dari keilmuan Pekerjaan Sosial, yang mendasarkan
pada konsep-konsep, teori dan pengetshuan tentang manusia dalam
internksi sosialnya serta secars inisiatif melatih Pekerja Sosial agar
dapat menggunskan dirinya sendiri (wse of self) dalam relasinya
dengan klien.

b. Pekerja Sosial Tingkat Spesialis
Pada tingkat ini kualifikesi pendidikan Pckega Sosial yang
dipersyaratkan adalah Tingkat Magister atau Master di bidang
keilmuan Pekerjaan Sosial. Pada tingkatan ini, Pekerja Sosial dituntut
mampu menguasai dan dapat mendemonstrasikan sckurang-kurangnya
satu teknik terapi. Kemampuan tersebut harus pula didukung oleh
peogetshuan tentang kepribadian manusia, dan kemampuan untuk
menggunakan diri sendiri dalam kaitannys dengan relasi pertolongan
terhadap individu dan kelompok. Selain itu, Master Pekerjaan Sosial
dituntut puls untuk menguasai pengetabusn tentang penelitian,
administrasi, metode perencanaan, dan masalah sosial,

¢ Pekerja Sosial Tingkat Independen (Mandiri)
Pekerja Sosial Independen adalah Pekerja Sosial setingkat Master yang
telah memiliki pengalaman praktik sekurang-kurangnya selama dua
tahun di bawah supervise professional. Tingkatan ini membutuhkan
pencapaian praktik yang didasarkan pada pelatihan khusus, selain
dapat mengembangkan dan mendemonstrasikan keterampilannya di
bawah supervise yang professional. Persyaratan terscbut berlaku baik
untuk Pekerja Sosial yang bekerjn secara independen maupun bagi
mereka yang bekerja pada organisasi tertentu,

d Mﬂj‘wrmﬂﬂﬂhﬁMde)
Pada tingkat ini, kualifikasi pendidikan Pekefa Sosial yang
dipersyarat-kan odalsh tingkat Doktor/Ph.D. Pada tingkatan ini,
pencrapan keilmuan Pekerjaan Sosial lebih bersifat “advance™ karena
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praktik Pekerjsan Sosinl menuntut tanggung jawab organisasi dan
sosinl yang sangat tinggi dalam rangka pengembangan profesi,
analisis, penelitian, serta implementasi kebijakan, (Mach, M.W.,
Quam, J.K., and Seidl, F.W., 1986)
Sedangkan Morales & Sheafor mengklasifikasikan profesi pekerjan
sosial ke dalam dua leve! utama, yaitu:
a. Level Praprofesional
1) Bantuan Pelayanan Sosial
Penilaian akan kematangan individu, pengalaman hidup, motivasi
dan keterampilan yang dibutuhkan dengan tugas dan fungsi
tertentu.
2) Teknisi Pelayanan Sosial
Telah mengikuti program kependidikan selama dua tahun dalam
satu atau pelayanan sosisal lainnya, binsanya keahlian seni tertentu.
b. Level Profesional
1) Pekerja Sosial
Tingkat sarjana dengan akreditasi program pekerjaan social,
7V Lulusan Pekerja Sosial
Lulusan dari program Master Pekerjaan Sosial yang terakreditasi.
3) Pekerja Sosial Bersertifikat
a) Sertifikasi dengan Akademi Pekerjn Sosinl schingga mampu
secarn otonomi, praktik mandiri, atau
b) Lisensi menurut peraturan pemerintah
4) Social Worker Fellow
Pekerja Sosial yang memenuhi program doctor atau praktik
substansinl dalam bidang atau spesialisasi menurut Asosiasi
Sertifikasi Pekerja Sosial.

B. Bidang-bidang Pelayunun Sosial
Pelayanan sosial merupakan wujud aktivitas Pekerja Sosial dalam
prakiek profesionalnya. Jika masalah Zosial dikategorikan menjadi masalah
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disorganisasi sosinl dan penyimpangan perilaku (Merton & Nisbet, 1976),
maka bidang-bidang pelsyanan sosial harus pula mencakup pelayanan klinis
sumpai ke penatasn sistem masyarakat itu sendiri. Merton dan Nisbet
merinci masalah-masalah sosial, scbagai berikut:
1. Perilaku Menyimpang (Deviant Behavior):
a. Tindakan Kejahatun dan Kenakalan Remaja (Crime and Juvenile
delinquency)
b. Gangguan-gangguan mental (Mental Disordery)
¢. Penggunaan obat-obat terlnrang (Drugs Use)
d. Kecanduan alkohol dan permabukan (Alcoholism and Problem
Drinking)
¢. Perilaku scksual (Sexual Behavior)
2. Disorganisasi Sosial (Social Disorganization)
a. Krisis Kependudukan Dunia (The World's Population Crisis)
b. Kesctarann dan Ketidaksetarsan (Equality and Inequality)
c. Lansia (Age and Aging)
d. Peranan-peranan Seksual (Sex Roles)
¢. Ras dan antar bubungan kelompok didalam masyarakst (Race and
Intergroup Relations)
f. Disorganisasi Keluarga (Family Disorganization)
8- Disorganisasi Komunitas dan Masalah-masalah Perkotaan (Community
Disarganization and Urban Problems)
h. Dunia Pckerjaan (The World of Work)
i. Kemiskinan dan Proletariat (Poverty and Ploretariat)
j. Kekerasan Kolektif (Collective Violence).
Rincian bidang-bidang pelayanan sosinl yang dikemukakan oleh
Johnson (1986), sehagai berikut:
I. Kesejahternan masyarakat dan pemeliharaan pendapatan  (Public
Welfare and Income Maintenarce)
2. Pelayanan bagi keluarga dan anak-anak di rumah (Services to Families
and Children in the Home)
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3. Pelayanan bagi keluarga dan anak-anak di luar rumah (Servicex to

Familiex and Children Outside the Home)

4. Praktik Pekerjnan Sosial di Sekolah (Social Work in the Schooly)
5. Pelayanan sosial di bidang keschatan (The Health Field and Sosial

Work)

6. Peketjuan sosial di bidang keschatan mental (Mental Health and

Social Work)

7. Pelayanan sosial di bidang tindakan pelecehan/kesewenangan (Social

Services and Substance Abuse)

8. Peradilan kejahatan dan kenakalan (Criminal and Juvenile Justice)

9. Pelayanan sosial bagi lansia (Socia! Work and Older Persons)

10. Pelsyanan sosial di tempat bekeria (Social Work in the Workplace)

11, Bidang-bidang praktek Pekerjaan Sosial non tradisional (non-
traditional Settings of Social Work Practice),

Menurut Ensiklopedia Peketjaan Sosial, terdapat 31 bidang Praktik
Pekerjaan Sosial yang secara umum menjadi bidang garapan lembaga
kesejahteraan sosail pada berbagai Negara. Bidang-bidang tersebut adalah:

I. Addiction. Meliputi ketergantunngan pada alkohol dan keterganturean
pada obat (narkotika)

2. Child Welfare. Mcliputi adoption, faster care, day care pf children, pre
school programs residential treatment

3. Communisy Welfare Council

4. Crime and Deliquence. Meliputi institution, parole and probation

5. Disability and Physical Handicap. Meliputi pelayanan bagi eks penderita
penyakit kronis, orang-orang yang mengalami ganguan bicara, gangguan
pendengaran, gangguan penglihatan, dan pemberian  pelayanan
rehabilitasi vocasional.

6. Pendidikan Pekerjaan Sosial

7. Perencanaan sosial dan lingkungan

8. Penduduk dan keluarga berencana

9. Pelayanan-pelayanan pada kelusrga
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10. Halfway House
11. Pelayanan keschatan, Meliputi pelayanan keschatan mental masyanakat,

konseling genetika, perencannan rumah sakit dan keschatan, program
keschatan ibu dan anak-anak, serta program keschatan masyarakat.

12. Pelayanan home maker dan bantuan keschatan keluarga (home health
alds services)

13, Perumahan (howsing). Meliputi program bantuan pemukiman bagi
masyaraknt berpenghasilan rendah

14. Pelayanan keschatan mental dan pelayanan bagi orang yang mengalami
retardasi mental,

15. Pelayanan bagi petani migran

16, Pelayanan migrasi dan resentlement

17. Pelayanan perlindungan

18. Public assistance and supplemental security income

19. Pelayanan rekreasi dalam perencanaan lingkungan

20. Penelitian Pekerjuan Sosial

21. Pekerjaan sosial di pedesaan

22, Pekerjaan sosial di sekolah

23. Pemberian pelayanan kepada kelompok agar dapat menolong dirinya
sendiri (self help groups)

24. Pusat-pusat masyarakat atau penduduk (Community and Settlement
Centers)

25. Kebijakan sosial

26. Unwed Parrents (orangtus yang punya anak tanpa nikah)

27. Pelayanan terhadap para veteran

28. Mengeloln pelayanan-pelayanan//bantuan sukarein

29. Lembaga-lembags pelayanan bagi pemuds

30, Pekerjaan sosinl dalam kemiliteran

31. Pelayanan-pelayanan ketetanggaan (neighborhood.)
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Sctting pktck Pekerjaan Sosial meliputi bidang yang sangat luas dan
sangat bervariasi, baik dalam ukurannys maupun kedalamannya. Yang bisa
menjadi bidang garapan Pekerja Sosial meliputi semua masyarakat. Peketja
Sosial bisa bekera disetinp tempat npabila dibutuhkan. Secars umum
Pekerjn Sosial dapat melakuknn kegistan praktiknys dalam praktik-praktik
per-omangan/pribadi  secara swasta, atau bekerja pada lembaga-lembaga
pelayanan sosial, baik milik pemerintah maupuan swasta. Lembaga-lembaga
tempat Pekerja Sosial bekerja bisa meliputi: rumah sakit, sekolah, organisasi
pelayanan  masyarakat, militer atau  lembaga-lembaga  lain yang
membutuhkan tenaga Pekerja Sosial.

Dengan banyak dan bervariasinya setting praktik Pekerjaan Sosinl,
maka dalam membuat ketentuan-ketentuan praktik Pekerjaan Sosial tidak
hmyndkhmkanpndajmhsinunklienymgdlhndapddmmdem
digxmnhnmjl.mchinkmjupdldmhnpadamﬁngpmkﬁkhkajm
Sosial itu sendiri. Oleh karena itulah maka kemudian kita mengenal berbagai
jenis Pekerjaan Sosial, seperti Pekerjaan Sosial Medis, Pekerjuan Sosial
Korcksional, Pekerjann Sosial Sckolah, Pekerjaan Sosial Kelompok,
Pekerjaan Sosial Psikiatrik, dan lain schagainya.

Secara umum setting praktik Pekerjaan Saosial dapat digolongkan ke
dﬂmdmgolmyﬁm:ntﬁngmmdmseuingsdmnder.
Penggolongan ini didasarkan pada bidang garapan pokok lembaga-lembaga
kwejahm:osinl.?mmlonmwﬁngmﬁinimingmemﬂham
kebingungan, karena penggolongan pada setiap negara akan berbeda-beda,
sejalan dengan perbedaan bidang garapan pokok lembaga kescjahtersan di
masing-masing negara.

PekctjaSosialdalamberbagnibidmgpmkﬁklnidapmbcrpmn
ddunbcthcgnikncgoﬁpaanenunuArmaMoMoulwlerdamtﬁga
G)Wmmaim&dﬂddmbﬂhgaibimng.yaim:
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1. Sebagal Primary Disciplines:
1. Pelayanan kesejahteraan anak

1) Adopsi dan pelayanan techadap orangtua tanpa nikah. Pelavanan
adopsi merupakan pelayanan kesejuhtersun anak yang bersifit
permanen. Anak yang diberi pelayanan tidak mungkin lagi dapat
berhubungan dengan keluarga permanennya (keluarga asli).

2)FosmCar¢.Pehymminitidakbasifatpetmnmscpuﬁpada
adopsi. Anak yang diberi pelayanan masih dimungkinkan untuk
berhubungan dengan keluarga aslinya.

3) Residential Care. Pelayanan residential adalash pelayanan yang
diberikan pada anak yang menunjukkan penyimpangan perilaku
dan memerlukan penanganan khusus yang bersifat intensif,
Pelayanan diberikan pada sustu tempat tertentu secara khusus
dalam jangka waktu tertentu pula, sampai anak yang dibeni
pelayanan dinyatakan sembub secara sosinl. Ada dua macam
pelayanan residential, yaitu:

a) Group Home
b) Residential Treatment Centers

4) Support in Own Home. Pclnyamndlbaihnkcpndamlkylng
tetup tinggal bersama kclwgmyucndiri.bm:pukonsdingm
mmgbubnngkmklicndengmsinemmbaymgadadilun
keluarganya.

5) Pelayanan Protektif. Pelayanan protektif diberikan kepada anak
yang diterlantarkan atau yang diperlakukan sewenang-wenang,
Pelayanan ini diberikan kepada anak tanpa melanggar hak-hak
orangtua.

b. Pelayanan bagi keluarga (Family Services)

Pelayanan ini adalah usaha untuk memashami, menginterpretasikan

dan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan keluarga

yang mengalami perubahan, Pelayanan keluarga ini meliputi:

1) Pelayanan konseling bagi keluarga (Family Counselling)
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terhadap peranan-peranan  dan  dalam menghadapi  berbagai

masalah, Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan tiga

macam pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Family Case Work yang dinrahkan pada individuy-
individumggoukchmgaimsmdhi.

b) Pendekatan Family Growp Work, yaitu pelayanan yang
dianhknnpodamlasi-telasiknlmrgnmkewlmhm.

2) Family life education (Pendidikan Kehidupan Keluarga)
Dﬂamjmhpdaymini.knlmmmsmmwmhhdm
tekanan-tekanan  diber kemampuan  untuk mengantisipasi
berbagai masalsh dan untuk mencegsh kehancuran keluarga,
mhmpdmﬁﬁjugakclurpdipukmdkmdmmbcxhui
hisismgmmﬁdnmmimpuebmhkclwga.adﬁnwkdw
tersebut mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk mengatasi
bc!’ongaimxmhhymgsunmwnkmdapnmcnhnpukelmrgmym

3) Keluarga Berencana. Pelayanan ini diberikan kepada keluarga-
keluarga agar dapat mengendalikan dan merercanakan juminh

anak yang dikehendaki, schingga kesejahteraan keluarga dapat
lebih terjamin,

penghuilan.'l’c«kputdmmlcmlncomuaintmana yang banyak
dikenal, vaitu:

1) Public Assistance (Asistensi Sosial)
2) Asuransi Sosial, dan program-program lainnya.
d. Pekerjaan Sosial sebagai Equal Partner:
Scbagai Equal Parmer Disciplines, Pekerjaan  Sosial meliputi
pelayanan terhadap orang-orang lanjut usia, yaitu:
l)BannnnkepualnﬁutusiaymgﬁnggaldinmmImya.Pelaymm
ini diberikan kepadnmhnjmusiaselummhmgmggap
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bahwa tinggal di rumah sendiri merupakan pengalaman  yang
memuakkan, Pekerja  Sosial  memberikan  bantuan dengan
menghubungkan klien pada berbagai program masyarakat,

2) Pemberian bantuan berupa pemberian fasilitas pemeliharaan
dalam jangka waktu lama. Pekerja Soaial bisa melakukan bantuan
berupa memilih fasilitas yang dibutuhkan, atay memindahkan
klien ke tempat lain yang dianghgap lebih baik, atau bisa juga
Pekerja Sosial menjadi anggota dari fasilitas pelayanan itu sendiri,

2. Pekerja Sosial sebagai Disiplin Sekunder
DahmmgodiniPekujnSosialﬁdnkmcndudukiposisium
Pamm?ekujaSosidddmmuanmm&hhlmyabaﬂfu
manbcrikmbanmmlcrhmhpdixiplinhinymgmpunyaiposisi
utama. Beberapa sctting dimana Pekerja Sosial mempunyai peranan
sebagai disiplin sekunder adalah:

a. Pekerjaan Sosial dalam pelayanan koreksional
Dalam setting ini, Pekerjaan Sosial bersifat membantu terhadap
disiplin ilmu hukum dan usaha-usaha hukum.

b. Pekerjaan Sosial dalam industri
Pekerjaan  Sosial memberikan sokongan terhadap usah-usaha
industrialisasi agar dapat mencapai keuntungan yang sebesar-
besamya tanpa melupakan kemanusiawian relasi-relasi antar orang
yang terlibat di dalam industri tersebut. Usaha ini bisa diarahkan
pada manajer perusahasan dengan memberikan berbagai bantuan dan
dukungan yang diperlukan, dan bisa juga diarahkan kepada
penyedinan sumber-sumber dan emosional yang dibutuhkan para
pekerja.

c. Pekerjaan Sosial dalam pemeliharaan medis dan keschatan

d. Pekerjaan Sosial di sekolah.

Analisls Kebutuhon PEKSOS Koto Bogor. Prov. Jobar - PUSUT STKS ‘2015 | | 27

- - - ——— 2 ———— o S T=—



Sm;nhbuwzulagmmmlb«kipmhnyapml'ekﬂiﬂ
Sosinl dignmbarkan oleh Suhario (2007) meliputi beberapa hal sclagai

berikut:
I. Keluarga dan pelsyanan anak: penguatan keluarga, konseling keluarga,

pemeliharaan anak dan adopsi, pemwatan harian, pencogahan
penclantar-an dan kekernsan dalam rumah tangga

2. Pengembangan masyarskat: perencanaan sosial, pengorganisasian
masya-rakat, revitalisusi ketetanggaan, pemelibarnan lingkungan hidup,
penguat-an modal sosial dan ckonomi kecil,

3. Keschatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit,
pengembangan keschatan masysrakat, keschatan mental, rehabilitasi
vokasional, rehabilitesi pecandu obat dan alkohol, pendampingan
ODHA.

4. Perlindungan sosial: skema asuransi sosinl, bantuan sosial, social fimd
raising, jaring pengaman sosial

5. Pelayanan kedaruratan: pengorganisasian bantuan, manajemen krisis,
informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan
dini masyarakat.

6. Pekerjaan sosial sekolah: konscling penyesuninn sekolah, manajemen
perilaku pengajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan, peningkatan

7. Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stress
dan bwn out, penempatan dan relokasi kerja, perencanasn pensiun,
tanggung jawab sosinl perusahaan (corporate social responsibility).

C. Strategi Pelayanan Sosial
Terdapat beberapa strategi pelayanan sosial yang dapat dilakukan,
antara lain;
\. Child/Individual Based Services
Pelayanan yang menempatkan individu sebagai basis penerima
pelayanan: misalnya konseling.
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2. Institusional Based Services
Dalam pelayanan ini, individu yang mengalami masalah ditempatkan
dalam lembaga pelayanan sosial; misalnys dalam hal pendidikan dan
pelatihan,

3. Family Based Services.
Dalam pelayanan ini, keluarga dijndikan scbagai sasaron dan media
utama dalam pemberian pelayanan; dalam hal ini kegiatan disrahkan
pada pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi,
psikologis, dan sosial dalam memecahkan masalahnya.

4. Community Based Services
Pelayanan ini menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan,
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat agar ikut aktif dalam menangani masalah. Dalam hal ini,
peran Pckerjn Sosial adalsh bersama masyarakat merancang dan
melaksanakan program Community Development, bimbingan dan
penyuluhan, ataupun melakukan kampanye sosial.

5. Location Based Services
Dalam <trategi pelayanan ini, pelayanan diberikan di lokasi individu
yang mengalami masalah.

6. Half-Way House Services
Contohnya pelayanan yang semi panti

7. State Based Services
Pelayanan ini bersifat makro, tidak langsung (macro-inirect services),

D. Organisasi (Badan) Pelayanan Sosial
Ulberth Silalahi dalam Budi Wibawa dkk (2010) membagi pengertian
organisasi ke dalam dua (2) sudut pandang, yaitu:
|, Organisasi sebagai wadah, yakni tempat kegiatan-kegiatan administrasi
dan manajemen dijalankan dan sifatnya relatif statis,
2, Organisasi sebagai proses, yakni interaksi antara orang-orang yang
menjadi anggota organisasi dan sifatnya dinamis.
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Organisasi sosinl atay scring diartikan scbagai organisasi pelayandn
sosial merupakan organisasi formal  yang fungsi utamanya
menyclenggarakan pelayanan kescjahteran sosial yang ditujukan uniuk
memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.
Organisasi sosial dalam pengertion sosiologi atau sama dengan
organisasi pelsyanan sosinl (social services organization).
1. Sosiologis:
a. Jaringan hubungan antar manusia
b. Wadsh aktivitas manusia yang bergernk di bidang sosial, dalam
perbandingan  dengan organisasi  ckonomi, organisasi  politik,
organisasi militer, dan seterusnya.

2. Organisasi Pelayanan Sosial:

a. Melakukan pelayanan langsung kepada klien

b. “Bahan mentah™ nya adalah klien itu sendiri

¢. Proses produksi intinya adaluh hubungan antara pelaksana dan
penerima pelayanan

d. Tujuannya buksn menghasilkan keuntungan kepada ‘stakeholders’
melsinkan meningkatkan kescjahterasan orang-orang yang dilayani.

¢. Hampir semua Organisasi Pelayanan Sosial merupakan lembaga non-
profit yang didanai baik oleh pemerintah maupun oleh donatur
swasta; walaupun dalam perkembangannya sudah mulai banyak
praktik privat seperti praktik dokter dan pengacara.

Karakteristik dari organisasi pelayanan sosial atan manusia yang
dikemukakan oleh Hasenfeld (1983) yang patut diketahui oleh para Pekerja
Sosial adalah sebagai berikut:

I. Fakta bahwa material dasarnya (raw material ) adalah terdiri dari orang-
orang dengan sejumlah nilai-nilai moral yang mempengaruhi aktivx’tas
organisasi sosial.

2. Tujuan dari organisasi pelayanan sosial adalah samar-samar (vague),
berarti mendua (@mbiguous) dan bermasalah (problemaric)
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3. Mol ambiguy yang mengituri pelayanan sosial juga menunjukkan
organisasi pelayaan wosial bergerak dalam lingkungan bergolak, artinyn
lingkungan tersebut terdini dari banyak kepentingan kelompok yang
berbeda-beda.

4. Organisusi pelaynnan manusia harus beroperasi dengan teknologi yang
tidak menentukan dengan tidak menyediakan pengetahuan yang lengkap
mengenai bagaimana mencari hasil yang diharspkan,

5. Aktivitas utama di dalam organisasi pelayanan sosial terdiri dari
hubungan antara staf dan klien. Tidak menutup kemungkinan para staf
dalam organisai sosial Jebib banyak terdiri dari para relawan yang harus
berhubungan dengan kliennyas

6. Karena keutamann hubungan staf dan klien, maka posisi dan peran staf
lini (staf professional) secara khusus adalah penting dalmm orgsnisasi
pelayanan manusia.

7. Organisasi pelayanan sosinl miskin pengukurman mengenai efektivitas
yang reliable dan valid, dan mungkin Jebih mumpu bertahan terhadap
perubahan dan inovasi.

Beberapa karakteristik yang scharusnyn melekat pada pelayanan
sosial dewasa ini yaitu:

I. Didasarkan pada nilai sosio-budaya dan agama masyarakat

2. Adaptif terhadsp perubshan masyarakat

3. Berfungsi memperkuat, mendukung, dan/atau mengguntikan fungsi dan

4. Ditckankan pada upaya pencegshan (preventif) timbulnya masalah dan
pengembangan (developmental) kemampuan orang untuk mengatasi
masalahnya sendiri, daripada kepada upays penyembuban (bratif,
represif, rehabilitattif)

5. Voluntary, artinya dibentuk dan disclenggarakan dari dan oleh
masyarakat tanpa mengandalkan lembaga-lembaga pemerintah (public
social services).
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E. Penyandang Masalah Kescjabteraan Sosial (PMKS) dun Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pengertian kescjshteraan sosial scbagai suaty aktivitas binsanya

disebut scbagsi Usaha Kescjabteraan Sosial (UKS), Delam skala dan
perspektif makro, UKS ini pada intinya merujuk pada apa yang di Indonesia
dikenal dengan pembangunan  kescjahteraan  sosial.  Pembangunan
kesejahtersan sosial adalah usaha yang ferencana dan melembags yang
meliputi berbagni bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk
memenuhi kebutuhan manusia, mencegab dan mengatasi masalah sasial,
sertn memperkuat  institusi-institusi  sosial (Suharto, 1997). Tujuan
pmhnpmhaejahﬁumnﬁdnddlhmcmhmmk\nﬂmhidup
manusia secara menyeluruh, mencakup:
1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan
jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok
masyarakat yang kumng beruntung dan rentan yang sangat memerlukan
perlindungan sosial

2. Peningkatan keberdayasn melalui penetapan sistem dan kelembagaan
ckonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat
kemanusiasan
3. Penyempumann kebebasan melalui perfussan aksesibilitas dan pilihan-
pilihan kesempatan scsuai dengan aspirasi, kemampuon dan standar
kemanusinan,

Pembangunan kesejahteraan sosinl bersifat komprehensif, artinya
pelayanan yang diberikan senantinsa menempatkan pencrima pelayanan
(beneficiaries) scbagai manusin, boik dalam arti individu ataupun
kolektivitas, yang tidak terlepns dari sistem lingkungan sosiokulturain®a.
berbagai golongun dan kelas sosial, dengan prioritas utama adalah
kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups),
khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran pembangunan
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Kescjahteraan Sosial (PMKS) atsu Pemerlu Pelayanan Kescjahteraan Sosial
(PPKS) antam loin meliputi orang miskin, penyandani cacat, anak jalanan,
anak yang mengalami, perlakuan salah, pasangan yang mengalami perlakuan
salah, anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil,
disfungsi sosial atau ketunaan sosial (Subarto, 2007).

PMKS yaitu manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnyn
baik individy, keluarga kelompok muupun masyarakat, Kondisi sosial
ckonomi dan atau kondisi sosial mental merekn tidak memadai schingga
tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. PMKS memiliki
hambatan, kesulitan atsu gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya, schingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,
rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan

perubahan lingkungan (secars mendadak) yang kurang mendukung,

Undang-Undang No.11 Tabhun 2009 tentang Kescjahtersan Sosial
secars jelas menetspkan bahwa penyelenggaraan kesejahtersan sosial
diprioritaskan kepada mereka yang mempunyai kehidupan yang tidak layak
secarn kemanusiasn dan memiliki tujubh (7) kriterin masalah sosial yaitu:
penyimpangan perilaku; korban bencana; dan korban tindak kekernsan,
cksploitasi dan diskriminasi. Dari ke tujuh kelompok tersebut ada lima (5)
keterlantaran, kecacatan, ketunman sosinl, dan korban bencana. Dari lima
masalah sosial kritis itu, masalah kemiskinan dan keterlantaran paling pelik
dihadapi pemerintah, karena populasinya banyak, tetapi sumber daya untuk
membanty mercka sangat terbatas. Secara umum masalah kesejahteraan
sosial terbagi dalam dua golongan, yaitu :

l memosxobm.m.m~mmm~mﬂ ‘ 13



aw baik yang terjadi di pedesasn maupun perkotaan.

Km’“‘"’ﬁkm“dnkmslcrgolonghMmmhhkmahmn' i

m‘h“'mm'kcbmwkmimmdmmmmmm

alan warga kurang beruntung serta kelompok residual atay marginal,

b“"‘"i"mm”ﬁ“*mmi.yainmiudemmwm
menikahjanda yang karena sesuatu hal tidak dapat memenubi
kebutuhan pokoknya sehari-hari.

¢ Keluarga berumah tidak layak huni, adalah keluarga yang kondisi
rumah dan lingkungannya kumuh serta tidak memenuhi persyaratan
yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, keschatan maupun
wajar,

d. Keterlantaran, antara lain meliputi :

1) Balita terlantar, yaitu ansk usia 0-4 tahun yang karcna sebab
tertentu orangtuanya tic~k dapat melakukan kewajibannya sehingga
berakibat terganggunys tumbuh kembang anak, baik secara fisik
maupun emosional,

2)Anakterhntxr.yaitumkymgknmsuamubabommtmya
melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya
sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnys
tidak terpenuhi.

3) Lanjut usia terlantar, yaitu mereka yang telah berusia 60 tahun ke
atas yang karena sebab tertentu berada dalam kondisi tidak dapat
terpenuhi kebutuhan dasarnya baik secara fisik, mental maupun
sosial.

e. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini
adalah masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil (KAT), yaitu

kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di
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{empat-lempal yang secara geografis terpencil, terisolasi dan secari
sosial budaya terasing dan atsu masih terbeiakang dibandingkan
dengan masyarakat Indonesia lninnya.
£Keum£kcnalwboguipenymdmgucm.yaimwomna)‘lﬂs
mcmpmydkdﬁmﬁﬁkdnnmmmymgdapumssﬂnw
atau menghambat dirinya untuk melakukan suatu kegiatan.
g Ketunsan Sosial, yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain :

(l)Gclmdlnmdlanganis.scbngaiakibnduisamkinmlimya
kehidupan serta semakin berkurangnya lahan garapan serta
semakin  kuatnya tekanan eckonomi akhimya menyebabkan
pendeuapindnbkcpukonm,nmmkaMlpendidikmdm
kmmﬂmymgdiuﬁﬁﬁmmmhmmgmm
menggelan-dang di perkotaan.

(Z)Tmamnﬂn.ynimmwprilyangmdﬁuhnhnbunganseknml
di luar pernikahan dengan tujunn mendapat imbalan vang atau
barang.

(3) Bekas Narapidana, yaitu sescorang yang telah selesai menjalani
masa hukuman dan kembali ke masyarakat untuk r->njalankan
kembali fungsi sosialnya.

(4) Anak/Remaja nakal, masalah kenakalan anak/remaja semakin
intensitasnya dan tingkat persebarannya. Hal ini berkaitan dengan
kemajuan teknologi modemisasi serta derasnya arus informasi serta
dampak terjadinya kritis.

h. Bencana, baik yang dinkibatkan oleh peristiwa alam, ulsh manusia
maupun kombinasi keduanya.

2, Masalah kesejahtersan sosial kontemporer, merupakan bentuk masalah
sosial yang timbul karena berbagai dampak pembangunan, proses
globalisasi serta perubahan dan perkembangan masyarakat yang begitu
cepat. Masalah sosial yang termasuk ke dalam kelompok masalah sosial
kontemporer diantaranya :
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_
Kerusuhan Sosial  ditimbulkan karena ketidakstabilan polmch
§ Pada dasarmya kerusuhan sosial dischabkan o

ckonomi dan sosial.  itas sosial di

faktor yang mendasar wgukmngtcrbcnmkﬂ)"
b. Korban tindak kekerasan/periakuan salah, korbannya

wanits serta lanjut usia schagai dampak dasi krisis waktunya
. Anak jalanan, yaitu anak yang menghabiskan sebagian besar

mmmmmmmmamm

adalah anak,

keluarga maupun dengan lingkungsnnya kurang serasi dan perilaks
dsk sesusi deogan noma yang berisku delam keluarga den

¢. Korban PmdahgmmchoMpﬁkammm“mmm.yf
(NAPZA) sdanya indikssi peningkatan korban NAPZA ini
diknrenakan semakin murah dan mudahnya diperoleh NAPZA dan
semakin banyaknya pengedar karena meningkatnys jumlsh korban
PHK. schingga korban ftclsh menyehar kelapisan masyarakat
menengah ke bawah, bahkan kepada murid Sekolsh Dasar.

{ HIV/AIDS, dari aspek mental, psikologis, dan sosial penderita sering
mengalami tekanan mental dan hambatan psikologis serta perlakuan
sendiri.

g Pemukiman tidak layak huni.

Berdasarkan PERMENSOS RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolasn Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

dlnPotemidnnSmbchucjlhmmSodal.nda26jenisPMKSsebagai
berikut :

l.  Anak Balita Telantar
2. Anak Telantar
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Anak berhadapan dengan hukum
Anak Jalanan
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

3
4
5.
6. Anak yang memerlukan perfindungan khusus
7. Lanjut Usia Telantar

8

9

Penyandang Disabilitas
Tuna Susila

10. Gelandangnn
11. Pengemis
12. Pemulung

13. Kelompok Minoritas
14. Bekas Warga Binnan Pemasyarakatan (BWBP)

15. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
16. Korban Penyalahgunasn NAPZA

17, Korban Trafficking

18. Korban Tindak Kekerasan

19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
20. Korban Bencana Alam

21. Korban Bencana Sosial

22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

23. Fakir Miskin

24. Keluarga bermasalah sosial psikologis

25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

26. Komunitas Adat Terpencil

Potensi dan Sumber Kesejahternan Sosial (PSKS) sebagai berikut:
1. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Karang Taruna

CONE S
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Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

7. Keluarga pioner

8. Wahana Kescjohteraan Sosial Keluarga Berbusis  Masyarakat
(WKSBM)

9.  Wanita pemimpin kesejahteraan sosial

10. Penyuluh Sosial

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
12. Dunia usaha

F. Hakikat Analisis Kebutubhan
1. Pengertian
Analisis kebutuhan merupakan suatu istilsh yang memiliki
komprehensif tentang kebutuhan dan masalah. Secara sempit, merupakan
sustu upsys yang dilakukan oleh sustu lembagn pelayanan untuk
mengetahui masalah-masalsh serta kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan.

Menurut Peter M. Ketter, analisis kebutuhan setidaknys terdini dari
suatu penentuan standar atay ukuran suatu kebutuhan, seria menyusun
suatu metodologi yang diperlukan bagi pengukuran orang-orang dalam
sustu masyarakat atsu sustu kondisi yang bersda di bawah standar
tersebut, yang ditentukan scbagai suatu kelompok yang membutuhkan.
Dengan  demikian, analisis  kebutuhan  ini  ditujukun  untuk
mengidentifikasi kelompok orang yang bersda di bawah standar stan
amng-orang yang memiliki kebutuhan,

Sementara itu M. Meyer menyatakan bahwa analisis kebutuhan
dapat dirumuskan sebagai penentuan besamyu atau hesave stata kondist
pads suatu populasi tertentu yang ingin diperbaiki olch pengambil

heputwen, sles penonfuan kekumingin  susty  kondis yang ingin
dlmalxsasu oleh pengambil keputusan. Dengan kata lain tnahsns
shidudrn wlnloh suste spee untch mempeligus borbiend Kool i

l‘.\':t
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ciri-ciri suatu populnsi atau kelompook sasaran dari sustu peogram.

Sehubungan dengan ity, analisis kebutuhan terdinl dari 3 unsur, yaitu :

a. luasnya suatu kondisi atau kebutuhan tortenty;

b. identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kondisi;

©. jangkauan kebijakan atau program yang ada untuk menghadapi kondisi
tersebut atau memenuhi kebutuhan,

Dengan demikian, tujuan analisis kebutuhan dapat dikatakan schnagai

peneaty perbedaan antara luasnya kondiusi atau kebutuhan pada suatu

populasi tertentu dengan scjauhmana pelayanan disediakan uniuk

memenuhi kebutuhan,

2. Alasan Mcrumuskan Analisis Kebutuhan
Alasan merumuskan Need Asxesment (NA) adalah sebagal langkah

pertama untuk fersedianya gambaran yang akurat tentang kondisi yang

ada sebelum menentukan arah/tujuan/pelayanan bary. Dengan demikian

alasan merumuskan analisis kebutuhan adalah

a. Suatu lembaga atsu organisasi penyandang dans mungkin menyadari
fentang odanys svatu kebutuhan ataw ma-~lah, akan tetapi tanpa
dokumentas) sccara sistematis, maka akan mengalami kesulitan untuk
moynkinkan peogambil keputusan. Dengan kata lain, analisis
kebutuhan dapat berperan dalam meningkatkan kejelasan pandangan
terhadap suato masalah, kondisi atan suslu kebutuban dari popuolasi
tertentu.

b. Suatu lembaga atou organisasi mungkin melakukan analisis kebutuhan
untuk menentukan apskeh upaya pelayanan yang telah dilakukan
benar-benar menjangkau sasoran yong membutuhkan, terutome jika
pelayanan tersebut melibatkan dana baru yang besar. Dalam hal ini,
anolisin Achmuhan dapat diartikan schogai prosedur yany dapat
digunakan untuk menjaring informasi tentang bidang kebutuhan atau
masalzh, yung ditujukan untuk menentokan hideng mana yang menjads

prioritas,
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¢ Bagi lembaga-lembaga penyandang dana, binsanya mensyaratkan
suatu analisis kebutuhan yang menjadi bagian dari penyusunin
proposal kegiatan. Dengan demikian, pengambil keputusan tidak ragu
lagi bahwa proposal yang disjukan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan kelompok sasaran.

Bila dikaitkan dengan kebijakan dan perencanaan, maka analisis

kebutuhan: 1) menjadi dasar empirik bagi penyusunan kebijakan; 2) dapat

memperkira-kan besar tugas yang harus dilakukan penyusun kebijakan;

dan 3) dapat menjadi indikator bagi pencapaian tujuan.

3. Konsep kebutuhan
Konsep kebutuhan sebenarnya dipinjam dari ilmu hayat, yang
menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi kehidupan dalam organism.

Martin Wolins, mengatakan bshwa kebutuhan dapat dipandang sebagai

tckanan yang dialami oleh organisme manusia yang harus diredam.

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup seperti

makanan.paknian.mnh;danlebmjmmwkebmnlmmi

sosialisasi, pendidikan, pelayanan kechatan, pelayanan-pelayanan umum
laimyadipandangsebagaikcbumhmminimlymgmdipwum.

Sementara itu Jack Me. Killip menyatakan bahwa definisi
kebutuban mencakup empat (4) aspek, yaitu:

a. Mmgah!ikcbumhanbetmmchbmkmnﬂm Orang dengan nilai
ymgberbedaakanmcngnlmikcbmuhnnbcrbedn.lngipulaomgymg
melihat kebutuhan dan ormng yang mempunyai kebutuhan, mungkin
berbeda.

b. Kebutuhan dimiliki oleh sckelompok orang tertentu dalam suatu
keadaan tertentu. Gambaran tentang populasi target dan lingkungannya
merupakan bagian penting dalam analisis kebutuhan.

c. Masalah; merupakan hasil yang tidak memadai, hasil yang melanggar
harapun.Adabcberaplsumbcthmpanngmcnmﬁnkannihi-nihi
yang berbeda. Masalah juga dapat ditunjukkan olch proses yang tidak
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mﬂnndai.jiknldnhampm.hahwamnptindaknnnkmdipcmld)hnﬂ
yang tidak memadai.

d. Pengakuan akan kebutuhan melibatkan pertimbangan bahwa ada
solusinyn. Suatu kebutuhan mungkin merupakan banyak sumbemys;
acﬁapsumbermpmyaipelmngymgb«bedadﬂunm“m
kebutuhan.

Selanjutnyn Bradshaw menjelaskan kebutuhan ini menjodi lima (3)
kategori utamas, yaitu :

1) Normative need: menunjukkan suatu kondisi, dimana kondisi imyang
berada di bawah standar yang digunakan masyarakat atau ditctapkan
oleh seorang ahli.

Kentungan : berguna bilamana belum ada pengalaman sebelumnya.
Kelemahan : dapat dianggap elitis; schingga mungkin kebijekan yang
diberikan tidak digunakan.

2) Felt Need: menunjukkan kebutuhan yang diskui olch individu yang
bersangkutan. Kebutuhan ini disamakan dengan want dan dicerminkan
dalam tanggapan individu pada suatu pencarian tentang kebutuhan apa
yang dimiliki, atau pelsyanan apa yang diinginkan. Ini dibatasi oleh
kesadaran individu tentang kondisi yang sebenarnya, dan olch standar
individu sendiri tentang keberfungsian yang dapat diterima.

Kentungan : dapat diungkap dengan survey.
Kelemahan : tergantung pada pandangan dan kesadaran orang yang
mungkin tidak realistis.

3) Expressed need;, menunjukkan felt need yang telah diubsh menjadi
suatu usaha oleh individu yang bersangkutan untuk memenuhinya. Ini
disamakan dengan konsep ckonomi yang disebut demand dan
dicermin-kan olech individu yang meminta pelayanan dari suatu
lembaga tertentu dengan mereka yang tercantum dalam daftar tunggu
untuk pelayanan ini merupakan ukuran kebutuhan yang tak terpenuhi,
Kentungan : dapst ditunjukkan oleh perantara atau daftar tunggu,
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4) Comparative

individu yang sebanding.
Ini disamakan dengan konsep sosiologi tentang deprivasi relative.
Kentungan : memungkinkan eksplorasi dari inf § yung sudab ads.
¢ lergantung kesamaan kelompok pembanding dengan

Wm‘“mdﬂwmmmkm yang unik yang

4. Unsur-unsur Analisis Kebutuhan
n. Identifikasi Masalah

Masalah adalah:

) Suatu keadsan yang sedemikian rupa tidsk memuaskan atau
sedemikian  ganjil schingga menimbulkan rangsangan untuk
berpikir atau berbuat sesuatu untuk mengatasinya

2) Berupa faktor yang tidak menguntungkan dalam suatu kesdaan dan
atau keadaan yang memerlukan perbaikan.

Sifat masalah dapat dibedakan menjadi tiga (3) yaitu :

1) Muncul di permukaan: bagaikan gunung karangyangterlihatsecara
nyata

2) Tersembunyi: bagaikangununges

3) Harus digali : gunung karang di bawah air.

Jack Mc. Killip menyatakan bahwa kebutuhan memeriukan informasi

tentang jenis dan besarnya masalah, biaya, dampak dan feasibilitas

solusi. Selanjutnya Killip menjelaskan ada tiga (3) jenis masalah yaita:

1) Masalah yang diungkapkan dan diperbandingkan antara harapan
dan hasil. Perbedaan merupakan masalah. Ekspekiasi dapat berupa

.- : g
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tingkat hasil yang ideal atau maksimum, atau tingkat hasil minimal
seperti tingkat kemandirian.

2) Masalah kedua mempengaruhi mereka yang beresiko memperoleh
yang jelek. Kelompok beresiko mempunyai karakteristik yang
langsung dapat méramalkan hasil yang jelek, atau karena tak ada
tindakan, meramalkan demikian secara tidak langsung.

3) Masalah ketiga discbut sebagai maintenance need. Suatu kelompok
dengan kebutuhan pemeliharaan dapat mengembangkan hasil yang
jelek, jika pelayanan yang sekarang diberikan diberhentikan atau
diubah,

Dilihat dari tingkat kegawatan masalsh dapat dibedakan menjadi tiga

(3) yaitu ;

1) Urgent; masalah yang ada jika tidak diatasi akan berakibat fatal,
disini terdapat tekanan waktu yang tidak dapat ditunda.

2) Serious, masalah jika tidak diatasi akan lebih pareh dalam waktu
jangka pendek.

3) Growth, masalah poensial untuk tumbuh dan berkembang dalam
jangka waktu panjang.

b. Identifikasi Solusi (Program/Kebijakan)

Dalam pelayanan manusia identifikasi solusi lebih sulit dari
padnidcnﬁﬁknsimnsalah.ﬁvulmsidampakamSpromymgada
dapat membantu identifikasi solusi. Inventarisasi ini perlu untuk dapat
menentukan “apakah sudah ada solusi yang memadai untuk mengatasi
masalah atau memenuhi kebutuhan?” atau apakah perlu merancang
kebijakan atau program baru?.

Lima (5) karakteristik yang perlu diidentifikasi untuk menilai
memadai-tidaknya program yang ada:

1) Kuantitas, menunjukkan jumiah orang yang dapat dilayani oleh
program yang ada. Kuantitas dicerminkan dalam tingkat pelayanan
yang dapat disediakan ketika suatu program bekerjn sesuai
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kopasitas-nya. Misal : jumlah rata-rata olang yang dilayani oleh
lembaga per bulan.

2) Kualtitas, menunjukkan sejauhmana suatu pelayanan mengikuti
standar yang dipandang esensial untuk memenuhi kebutuhan.
Standar dicerminkan oleh indikator-indikator seperti tingkat
pelatih-an atau keterampilan pemberi pelayanan, jumlah interuksi
antara klien dengan pmktikan, tersedianya sumber-sumber teknis,
dan partisipasi klien dalam pemberian pelayanan. Misal : Indikator
kualitas program pendidikan adalah sertifikat kewonangan
mengnjar, rasio murid dan gury, tersedianya buku-buku pelajaran
dan partisi-pasi murid dalam menentukan tujuan belsjar,

3) Kesesuaian, menunjukkan sejauhmana suatu pelayanan mengatasi
faktor-faktor yang mendukung atsu menghambat suatu kondisi
tertentu. Suatu program dapat disediakan bagi orang-orang dengan
kondisi atau kebutuhan tertentu, tetapi jika kegistan-kegiatannya
tidak menyangkut faktor-faktor khusus yang termyata mendukung
Misal : pelatihan kerju dapat disediakan untuk membantu crang
untuk memperoleh pekerjoan, tetapi jika tidak bekerja maka
program tersebut tidak sesuai.

4) Akseptabilitas, menunjukkan scjauhmana program dipandang
positif oleh penduduk yang beresiko atau yang mempunyai
kebutuhan. Sikap negatif pada pihak klien potensial dapat berasal
dari ketidaksesunian antara simbol-simbol kultural yang dianut
kliecn dan simbol-simbol kultumm! perdu dimasukkan dalam
rancangan program. Sikap negatif juga dapat berasal dari cara klien |
diperlakukan oleh pemberi pelayanan.

5) Aksesibilitas, wenunjukkan scjouhmana  program  tertentu
terjungkau oleh sumber-sumber stau kemampuan-kemampuan
klien potensial. Aksesibilitas tercermin dalam jarak antara rumah

klien dengan lokasi program, jam ketja program, pembayaran
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pelayanan, syarst elijibilitas, rancangan fasilitas pelayanan yang
bebas hambatan,
Disini terlihat bahwa penilaian atas memadai-tiduknya program yang
ada sangat kompleks, tetapi penggunaan kriteriy jamak memudahkan
rancangan allernatif tindakan. Misal: program yang kurang dalam
kuantitas, tetapi memadai dalam kriteria lain, hanya perlu perluasan.
aksesibilitas, maka perlu merancang program lagi.
c. i’uutun'l'ujun

Goals adalah menunjukkan pernyatasn yang luas fentang apa
yang akan dicapai oleh organisasi. Memberikan arah umum bagi
komitmen untuk bertindak.Gambaran menyeluruh tentang usaha-usaha
organisasi akan disrahkan. Merupakan ideal, tidak terbatas olch waktu
dan jarang tercapai tidak dapat dikuantifikasi, Misal; untuk
mengurangi kejahatan di masyarakat atan untuk menghilangkan salah
tindak dan pengabaian anuk,

Objectives; menunjukkan tujuan yang relevan, dapat dicapai,
terukur, waktu terbatas. Relevan karena sesuai dengan misi dan goals,
target yang jelas. Misal: merchabilitasi 30 rumah dalam waktu satu
tahun,

Purposea dalah misi umum; alasan keberadaan organisasi.
Binsanya tetap dan tidak berubah serta cukup umum yang mencakup
semua aspek. Misal : untuk meningkatkan pelayanan manusia kepada
warga masyarakat,

d. Analisis Bisya
Langkah pertama dalam menaksir biaya adalah memilih jangkn

wokfu. Biasanya jangka waktu satu tahun cukup sesuai. Binya,
periengkapan, dan fasilitas yang dapat digunakan lebih dari satu tahun
perlu disesuaikan.
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Langkah kedua mendaftar sumber-sumber yang periu dalam
memecahkan masalah untuk jangka wakty itu, Sumber-sumber dapal
diperkirakan dari usaha-usaha scjenis yang sedang begjalan atau dan
pengalaman sebelumnya. Sumber-sumber itu meliputi ©
a. Personel;

b. Fasilitas; bahkan juga fika progmm akan menggunakan nang
lembaga yang sda.

¢. Perlengkapan; bahkan juga kalou digunakan bersama program lain.

d. Bahan-bahan dan pasokan lain.

¢. Biaya kelayan; transportasi dan fee

f. Lain-lain, terutama binya administrasi, asuransi dan wrilities.

Langkah ketiga adalah menentukan biaya dari setinp sumber
tersebut, yang akhirnya dijumlahkan,

¢. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor ini menunjukken karakteristik individu atau
lingkungan. Mercka yang menghambat pemenuhan kebutuhan danyang
dapddiinwvenﬁolehpummhﬂkcp\mmhhorpenduhmgdm
penghambmbabedadnﬁfaktor-&horcﬁologisymgmmpnkan
penyehabakhkduikondisiauulwbumhmymgnkwpeunhi.m
dalam faktor-faktor etiologis mungkin tidak diketahui dan biasanyn
tidak dapat diintervensi dalam suatu proses pengambilan keputusan
tertentu. Faktor pendukung dan penghambat dapat diidentifikasi dari
literatur atau dari diskusi dengan shlinya.

f. Analisis Dampak

Lebih sutit diukur daripada biaya karena informasi yang reliable
dan valid jarang tersedia. Lagipula karena dampak biasanya jamak dan
tidak semua dalam arah yang sama; perfu dicari metode untuk
mengagregasi dampak.

g. Feasibilitas
Feasilibitas pelaksannan lebih  penting, selain  biaya
implementasi  dipengaruhi oleh waktu yang dibutubkan untuk
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penyelesaian masalah olel wakru yang diperlukan untak memberikan
pclnymdnnkcwmminnmmsolusidldnlamﬂﬂm“'d““
lingkungan lembaga. Suatu solusi harus mengikuti model secara ketal,
ainnya dapat disesuaiken dengan sumber-sumber fisik dan (enags
yang tersedia.
Secara sederhana feasibilitas bisa dilibat dari aspek-aspek, sepert
sosial, ekonomi, politik dan scbagainya. Atau dengan analisis SWOT
(strenght, weakness, opportunities,dan threats).

5. Sumber data Analisis Kebutuhan
Ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk menganalisis
kebutuhan:

o Penduduk pada umumnya; untuk mengidentifikasi individu-individu
yang beresiko untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung
mumghambmymgadapndnpuﬁudnhdlnunmmmsmﬂ“ﬁw
dampak kebijakan sosial.

b.Adminimdmmgetpwgnm:ymgdidnmmgknmkwinik
kebiiakan dan prooram yang sda. Juga untuk informasi tambahan
tentang hakikat dan lussnya kondisi atau kebutuhan yang ada
berdasarkan pengalaman intensif mercka.

c. Catatan pelayanan; untuk dats tentang karskteristik pelayanan nyata
yang disediakan maupun karnkteristik individu yang membutuhkan.

d. Kelompok-kelompok advokasi; dapat memberikan data yang
relevantentang populationat risk atau tentang kebijakan dan progmm
yang ada,

¢. Data yang ada; mungkin bensi informasi yang relevan tentang hakikat

dan lunsnya kondisi sertahakikat dan luasnya dampak kebijakan dan
program.

f. Keterbatasan; Masayarakat awam tak dapat mengenali kondisi tertentu,
seperti penyakit tertentu, individu tak mau mengungkap kondisi yang
aib, seperti analisis kebutuhan tentang kejahatan. Individu mungkin

mos(moma.nm.m-mnm‘mlﬂ
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tidak mengenal kondisi yang tidak dirumuskan secara sosisl, atau
sebaliknya mungkin menyatakan kebutuhan yang menjadi mode, bukan
kebutuhan individu.

6. Teknik Analisis Kebutuhan
Teknik analisis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan sumber

datanys; yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer
dengan reknik survey, field observation, dan structured groups. Sedangkan
sumber data sekunder dengan tinjauan pustaka dan analisis data yang ada.
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BAB 1IN
METODE PENELITIAN

Metode penelition yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode
kuantitatif dengan survey deskriptif. Metode Survey Deskriptif ini bertujuan
umtuk memperoleh gambaran secara empirik tentang kebutuhan Pekerja Sosial
di Provinsi Jawa Barat, schingga hasil penelitian ini dapat mencapai tujuan
untuk mendapatkan generalisasi secara faktual,

A. Desain Penelitian
Dalam penelitian ini akan digunakan sifat penelitian deskriptif analisis
kuantitatif, yang akan mendeskripsikan secars umum fakta-fakta yang
dititik-beratkan pada sesuatu yang sedang ferjadi berkaitan dengan
pclnkmpawlitian.ﬂaliniuntukmmacﬁhlﬁmwpaoleh
gambaran secara empiris mengenai kebutuhan Pekerja Sosial di Provinsi

Jawa Barat.

B. Sumber Data
1. Sumber data Primer
Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari

sumbernya dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui teknik
WaWancara.

2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan rujukan/tempat
untuk memperoleh datn melalui studi  dokumentasi. Sumber data
sckunder terdiri atas berbagai dokumen, literatur-literatur, dan lainnya di
berbagai instansi yang relevan dengan penelitian tentang kebutuhan
Pekerja Sosial di Provinsi Jawa Barat.
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C. Populasi dan Sampling
Populasi adalah keselurahan subyek penetitian dalam kegiatan Analisis
Kebutuhan Pekecia Sosial di Provinsi Jawa Barat, Dalam penelitian ini yang
menjadi responden adalah Kepals Dinas Kabupaten dan Kota di Witayah
Provinsi Jawa Barat, Pekerja Sosial ¢i Pam milik pemerinish maupun
Pekerja Sosial yang bekerja di Yayasan, LSM milik swasta dan masyarakat
di Wilaysh Provinsi Jawa Barar.

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan sdalah Purposive
Sampling, dimana penclitian in tidak dilakukan pada selursh populasi, tapi
terfokus pada target/sasaran penelitinn. Purposive Sampling artinya bahwa
penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah
dibuat terhadap obyck yang sesuai dengan tujuan penelitian.

(Ao tobannon recsos ki Bogor, Prov. Jabor - PUSLIT SIGS 2015 |
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Tabel 3.1
Responden

No Lokasi Sampling

Klasifikasi Responden

Kepala | Peksos Peksos
Dinas | Panti | [(SM
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Majalengkn

Jumlah

Sumber : Tim Penyusun

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk
memperoleh informasi secara lebih rinci dari responden. Wawuncara ini
dilakukan dalam bentuk wawancara individual, sehingga kerahasiaan

informasi yang diberikan oleh responden dapat terjaga dengan baik.
2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan mempelajari literatur-literatur, laporan, file, atau arsip yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian.
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parat, yang terpilih yaitu: Kota Bekasi, Tusikmalaya, Bandung, Cirebon,

Ksbupaten Garul, Subang, Bogor, Sumedang, Sukaburmi, Bandung Barut,
dan Majalengka.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis datn yang
dilakukan dengan teknik analisis datn kuantitaif, yaity dengan mengedit,
mengolah dats, dan melakukan analisis data yang dibantu dengan
umum yang memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Statistik yang
digunakan dalam menjawab pertanynan penclitian yang menggambarkan
“Kebutuhan Pekerja Sosial di Propinsi Jawn Barat adalah statistik deskriptif
yang menyajikan proporsi responden pada klasifikasi data yang diteliti,
melihat kecenderungan penyebaran dan modusnya. Data tersebut kemudian
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi den dianalisis sebarannya.

G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Adapun jadual

penelitian selengkapnya terinci sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.2.
berikut:
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Tabel 3.2.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Pemerintah Kota Bogor  telah menetapkan  pembangunan
Mmmmmmwuifmmmwk.m

Penyelenggaraan kescjahterasn sosial dilakukan berdasarkan asas:
Lkeseﬁaknmnn;b.keadihn;c.hunmﬁmm d. keterpaduan; e.
mmﬁkcmm;wlimhwﬁﬁmi;ipmfeﬁomﬁm
dan j. keberlanjutan.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota bogor meliputi:

menangani masalsh kesejahteraan sosial; d. meningkatkan kemampuan,
kepcdulimdmtanggmgawabsosialduniausalmdalnmpmelenggaxm
kesejahteraan  sosial secara melembaga  dan  berkelanjutan; e,
meningkatkan  kemampuan  dan kepedulisn  masyarakat  dalam
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  secara melembaga  dan
berkelanjutan; dan f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Kemudian, sasaran pembangunan kesejahteraan
sosial meliputi perseorangan, keluarga kelompok; dan/atau .
Masyarakat dengan prioritas kepada pada mercka vang memiliki
kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria
masalah sosialsebagai berikut:  a. kemiskinan: b. keterlantaran; .

MWMMM!QW.M.W-WHKSW!;]
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Bidang masalah sosial yang menjadi target meliputi 28 penyandang

masalah  yaituPenyelenggaraan Penanganan Penyandang  Masalah
Kescjahteraan Sosial meliputi ; 1. anak terlantar, anak yatim dan/atay anak

mwmbencam;lﬁ.wuﬁhmwmsoﬂdekmomi;n.wmimymg
muﬁldikorbmﬁndakkekamn;ll.korbmbenmndmdanmusibnh
Ithya;w.muymkmymgtinggnldidw:hmmbma;m.korbm
peqynhhgmnnkowmzl.hﬁumdmmnzz.omgwdmm
23. penyandang cacat; 24. cksodan (pengungsi); 25. pekerja migran; 26,
pekerja anak; 27. perdagangan dan eksploitasi anak: 28, penyandang
HIV/AIDS,
PethnﬁmPcmedmthBogwjugatchhdimhkmpada
panhngnynkehadianembngnijdummSoﬁnlm(S).Dnlmm
LKSdidefmisikmsebagaiorgmisasisoaialmupuhmp\danwﬁdymg
melaksanakan penyelenggaraan kescjahteraan sosial yang dibentuk olch
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,
lnibemtibahwapmwrinuhkotaBognrtdnhumh:r&mpuhaﬁmpldn
penyelenggaraan pembangunan sosial yang melibatkan masyarakat.
B. Hasil Penelitian
Sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian ini berasalah dari tiga

pih&yahﬁdimtmgukujndmmialﬂogm,kmbnmkscjahtcmwshl
dzn pekerja sosial.

( Angitss Kebuhon PEKSOS Kol Boge, Prov. Jobar - PUSKI SIKS 2015 | | 55




1. Setting Penyclenggarnan Kescjahternan Sosial
Dinas Tenaga Kerju, Transmigrasi Dan Sosial Kota Bogor
Penyelenggaman kesejahteraan sosial yang sifitoys rutin dilaksanakon melalui
pengembangan, pelayanan dan UPTD. Pelayanan terhadap annk jalanan, WTS dan
Waria dilakukan melalui pembinaan selnma satu bulan sekali. Peloyonan yang
sifatnyn insidental dilakukan terhadap KDRT dan Traficking selama lima hari.
Jenis PMKS yang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun adaloh trafficking,
annk punk.Traficking meningkat karena diduga ada rekriitmen mucikan,
sedangkan kemiskinan menurun karena ada program-program seperti PKH.
Sementara itu, jenis PMKS yang menurun adalah kemiskinan, Napza, HIV/AIDS.,
Kendala dalam menangani PMKS meliputi a. Sarana dan prasaranab.
SDM yang tidsk prima  dan ¢ Anggaran yang tidak memadai. Untuk
mengatasi hambatan-hambatan ini, Dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial
membangun  jejaring  kerja  dengan  berbagai  pibakJejaring  kerja
penyclenggarsan kesejahteraan sosial dilakukan dengan beberapa LSM. Untuk
PMKS tertentu bekerjasama dengan Yayasan Pratista (Anak), P2TP2A, PKBM,
Yayasan Peka (Napza), KPAD, Pesantren, Komunitas Disabilitas. Pihak lain
yang juga dilakukan kerjasama ad~'ah DNIKS, Kadit PP, Ahli hukum, Polresta.

Lembaga Kescjahteraan Sosial (LKS)

LKS ini telah menjadi institusi wajib lapor (IPWL) yang melaksanakan
pelayunan shelter bagi orang dengan gangguan penyalahgunaan zat (ODGPZ).
Pendekatan yang digunakan adalah harm reduction schingga tidak hanya
menangani klien yang abstinen

Ruang lingkup bentuk pelayanan yang diberikan adalah rumah singgah
dengan pelayanan 2 bulan rawat inap (inpatienf) dan 4 bulan rawat jalan (our
patient) yang memberikan pelayanan sosial kepada orang dengan gangguan
penyalahgunaan zat (OPGZ). LKS ini tidak menutup kesempatan bagi cks klien
rawat nginap untuk kembali lagi mendapatkan program ketika mereka mengalami
kekambuhan. Jumlah terbanyak klien adalah yang melakukan rawat jalan.
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Jumlah SDM yang terlibat adalah sebanyak 30 orang diantaranya terdupat

executive direcfor (pimpinan panti) dengan struktur dibawnhnya teedici stas
general manager yang membawshi manajer progrum, mancjer opermsional,
kameludkﬂsﬁmﬂahSm.zmmgm
oleh Kementerian Sosial, 1 orang didukung oleh BNN dan 2 omng lainnyn di
mwmmmmmwmmlmwmm

dan 1 orang TKS yung ditempatkan oleh Kementerian Sosial.
mwmwmwmmwmump

berasal dari berbagsi provinsi seperti Sumatrs Utars, Maluku, DKI Jakarta, Jawa
Barmt dll meskipun IPWL ini idak memiliki cabang di dserah lain. Namun
demikian jumlah terbanyak klien berasal dari Jakarta dan Bogor. Kecenderungan
jumlsh klien relatif tetap yaitu berjumiah 15 orang sejak tahun 2010.

Faktor penyebab dari kecenderungan jumlah ; klien adiksi adalah klien
yang mengalami penyakit otak akibat penyalahgunaan NAPZA schingga tidak
dapat disembuhkan tapi biss mengalami pemulihan sesuai pengelolaan diri.
Karena itu klien bisa mengalami kekambuhan dan IPWL ini tetap menerima
mereka kembali. Pada umumnya setelah tahun bary atau hari-hari rya mantan
klien akan kembali ke [PWL karena mengalami kekambuhan.

Kendala yang dihadapi dalam menangani penyandang masalah. Informan
mengatakan bahwa selama ini IPWL nya mampu mengatasi situasi sehingga
bampir tidak mengalami kendala. Konselor siap 24 jam untuk melayani klien
schingga seringkali mereka menginap di shelter (IPWL).

1) LKS PSAA Raksa Putra

LKS ini memberikan pelayanan panti/institusional kepada anak-snak
yatim yang berasal dari Kabupaten dan Kota Bogor, dengan kapasitas panti sekitar
30 orang anak. Sementara itu, jumlsh SDM yang terlibat adalah sebanyak 8 orang
yung terdiri atas, pelindung, penanggung jawab, ketua, urusan umum, urusan
kevangan, ustad, dan pengurus dapur
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2) Sakth Peksos
mmMWMMkaﬂm
ditokukan socars nuinsodanghan kegiatan yang indental adalah Vertikis
wmwwawmmmmm
WM“JNMMMdMMMunmmM
wmwmmummwtm LKSA yang
wemerfukan ymtuk poranganan masalah. Jadi pihak dinasiah yang melakukan
‘mmmmmmmmmmw.m
Jumlah SDM yang terfibat adalab alumni STRS sehanyak Y orang dibantu
oleh TKSK dan Pendamping LX3, dengan luas janghavan adalah 40 lembaga
MMWMN&MMSI&MM&W!NMW
dijadikan fokus berdasarkan prioritas musalah. Sementarn jumlal anak ysng
membutuhkan pelayanan cenderungg semakin menimgkat,  Hal ini discbabkan
karena ckonomi keluarga schingga dalom satu keluarga terdapat 2 orang anak
yang mendapatkan pelayanan yang sama.

2. Setting Pelaysnan Yang Scharvsuys Ada

Sctting penyelenggarann koscjohteraan sosial yang dibutubkan pada saat
ini meliputi : Psikotik, HIV/AIDS, Anak Jalanan, Lansia terlantar, Disabilitas.Hal
i discbubkan oleh jumiah dun kualitas masalsh-masalah teeebut yang dipandang
memerlukan prioritas guna menjamin pelayanan yang lebil terorganisic secam
sistematis.

 Pada saat ini pihak dinas ini belum melakukan studi yang dinrahkan untuk
mm jumlah ideal SOM yang diborohkan dalam  grenyelenguamn

o wﬂmmxmmmmmw
mNMWWWWm;WMdmmW




{embaga Kescjahteraan Soxial (LKS) IPWL FEKA

meh}mhhnmmwn&m"ﬂmw'-w
m.mmwmjmmwmmm.ummuu
mhdmhhnmnhpmdd.unithymmdnminimum
Twmhﬂﬂ“mmmmwmpmmm
pelayanan dan LKS ini.

Jumish SDM yang dibutuhkan, menurut informan jumiah yang ada wodah
memadai tetapl mungkin akan lebih baik jika jumish konselor dan pekerja sosial
Mdhnhlh.?chymdiLKSinibaimgsungNjunschmgpmuncdukm
mmbiusilpmwakmwmwmmmmmﬁdmiuw
mmmlsmzomwmmmymmm
mﬂmﬂ&dl&w.%mmmmw&ymmw
mwmylkmmﬂmi.infommsdmcduknikqudnmwwnkumg
memeriukan cukup banyak SDM.

Latar belakang profesi tidak menjadi prioritas bagi informan. Manurutnya,
agar para pekerja sosial dan konsclor adiksi dapat melayani secarn cfektif maka
harus mercka berasal dan pecandw/mantan pecandu. Karena mantan pecandu lebih
cukup SLTA ssju yang trpenting adalah komitmen, dedikasi dan pemahaman
tentang adiksi. Apalagi pengalaman dalam beberapa bulan ini bahwa pekerja
sosial odiksi yung ditempatkan olch Kementerian Sosial tidak memenuhi
kewajiban profesinya di LKS ini secara memadai. Pekerja sosial ini sudah tiga
bulan berada di LKS ini tapi tidak menanjukkan inisiatif dan komitmen untuk
R .'mmﬂvimmminwmmwﬁ

ngan anak seperti itu. Pada kenyatsannya pekerjo sosial ini jarang
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mmmmmmmmmgm Pihak LKS ini
mm&lhmdumm&*mdmmmyﬂm
WW&MNW2M¢M;WIMWW
mmﬁmwmwmmwmmmu
dalam hal belajar. Informan mengenal sekolsh pekerjnan sosial dengan baik
meskipun ia bukan berlatar pendidikan terscbut schingga memahami perfunya

pekerja sosial di bidang anak.

Sakti Peksos

Unit layanan yang scharusnya ada untuk Balita 20 Lemboga dengan 2 omng
MW.MMM(ADK)WJWpM
perbandingan ideal 1 : 30 dan Lembaga Anak Jalsnan sehanyak 5 sampai 10
lembaga.

Jumlah SDM yang diperlukan untuk lembaga yang memberikan layanan
kepada Balita adalah ? orang, untuk ADK disesuaikan dengan jenis kecacutan dan
untuk Anjal sebanyak 2 orang.

Latar belakang profesi SDM yang diperfukan sdalah : Pekerjn Sosial,
Psikiater, Therapis, Dokter dan Psikolog. Latar belakang pendidikan SDM yang

diperiukan adalah Sarjana (D4, S1, dan S2),

3. Profil Pekerja Sosial Yang Ada Dan Ketercukupannys Pada Setting
Pelayanan
Dinas Tenagn Kerja, Transmigrasi Dan Sosial
Informan dari dinas ini mengatakan bahwa pihaknya belum melaksanakan
rekruitmen Pekerja Sosial. Pekerja sosia yang ada selama ini adalah penempatan
fwsmmnummmamm&mmmm




M“MMMMMWM‘IUO
kescjahtersan MNM&M#WWMM.mW
mWWMmeW;:&!MPNLW

pihak dinas
Mengana mewd.mmmhhmjmlﬁ

yang ada sekurang hducd:lp.Tmzouhmy.-dlsmpukaj:wid
mmwmwmmmm
Karens ity, lebil baik disdakan penambahan jumlah tenaga pekerja sosial.

LKS PEKA
Jumlah pekesia sosial yang bekerja di IPWL ini hanya | orung dengan lutar

belakang pendidikan sarjana kescjahteraan/pekerjaun sosial di tambah dengan 2
amgIKSmmm&mmkmothmmm.Kmm
TKS belum lama ini mengundurkan diri. Kemudian IPWL ini mengusulkan 2
nama tapl yang diterima hanya | erang untuk menjadi TKS.

Pekajasoshliniuﬂitbckctjumhmylmubekajanhma“im
tiap minggu sesuai dengan kontrak padahal pihak IPWL mengharapkan ia siaga
24 jam di lokasi dan mengijinkannys menginap di sh=iter. Namum pekerja sosial
ini selaly minta ijin, tidak berinisiatif, sudah beberapa bulun berada di IPWL ini
tetapi belum menunjukkan kinerja yang sesuai prosedur dan standar [PWIL
Pekerjn sosial ini tidak diberi kowenangan untuk melakukan ssesmen karena
faktor kernhasiaan dan kemampusn memahami masalah adiloi.

Selain itu, SDM yang sudah adal di lembaga (bukan pekerja sosial)
dirasukan cukup untuk menangani masalah jiks dopat ada diantara mereka yang
meskipun hanya lulusan SMA




anab-anak asuhan  LKS/panti  tetapi mengenal  rekrutment tergantung  pada
kepotusan GOW (Gabungan Organisas Wanita) kota Bogor,

Sakti Peksos

Jumlah Pekerjia Sosial yang ada satu orang CPNS dan 3 orang Sakti
Peksos dengan latar belakang pendidikan  diri §1 Universitas Pasundan dan Sakti
Peksos dan STKS. Masa kerja mereka beragum dari mulsi tahun 2010, 2011 dan
2012. Mereka bekerja secara ficksibel yaitu dapat bekerja sendrifi atay membantu
atau juga menjemput bola. Pengalaman diklat vang pernsh ditkuti adalah Diklat
tentang Pewawancara, Kekemsan anak dan remaja, Sosialisasi Identitas Hukum,
Semiloka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pekerjaan social koreksional,
TOP Program , Seminar tentang Traficking, Social Work Static (SWS). Jumllah 3
orang pekenja sosial untuk saat ini dianggap cukup.

Spesifikasi atan bidang keahlian pekerja socinl yang dibutuhkan : Peksos
ABH untuk berhubungan dengan kepolisian dan Anak memeriukan Perlindungan
Khusus (AMPK). Informan tidak menjelaskan tentang jenjang jabatan fungsional
pekerja sosial yang dibutuhkan.

Proses rekruitmen dilakukan melalui online, test tertulis dan wawancara.

Selanjutnys pars pekerja sosial ini membutubkan sarana penunjang
pekerjaan mereka seperti motor, kamera dan alat perckam. Hal ini bisa dipahami
karena mercka melakukan praktek pekerjan sosinl generalis dan jumlah mereka
hanya bertiga dengan tingkat mobilisasi yang tinggi. Setiap hari mercka harus
berangkat ke kantor dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial, kemudian di jam
ketja mereks harus merespon situasi LKS-LKS yang terdetak di wilayah yang
berbeda di Kota Bogor,




Memingt informan scbaik kajian/ analists ini dilakukan. Secara pengamatan
empitis informan, spesifikasi yang dibutuhkan ndulaly pekerja sosial di bidang
paikotik, amak jalanan, HIV/AIDS, lansia dan disabilitas. Kemudian, schatknya
BKD melakukan rekrutmen berdasarkan anafisis kebutuhan,

LKS PEKA

hmldtpdmjnsoshlymgdibum\hndiwsminbmynkbmynks
orang dengan tidak perlu memiliki klasifikasi pendidikan D3 atau sarja dan tidak
perfiu berlatar belakang pendidikan pekerjnan sosial. Hal yung terpenting adalah
mmmmmmmmmmmmmmwmsmw
[PWL. Proses rekruitmen seharusnya “sesuai standar [PWL agar uang negom
dq.dimkmdeomlehihbdk."lnfonnmﬁdnkmgxnihniahamkhusus
bagi pekerja sosial tetapi menurutnya yang terpenting sdalah orang yang menjadi
pekerja sosial haruslsh orang yang memiliki komitmen untuk siap melayanm 24
jam. Menurut informan lain di LKS ini. pekerja sosinl ini hanya digunakan
schagai pesuruh/jongos yang disurubh-surub kewarung.

LKS 2 PSAA RAKSA PUTRA

Informandi LKS Raksa Putra tidak menyebutkan jumlah pekeria sosinl,
kewenangan dan proses rekrutmen yang dperlukan oleh lembaganys karena
bergantung pada keputusanpengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Bogor.

5. Hambstan Dalam Perekrutan Pekerja Sosial Dalam Setiap Setting
Pelayanan Sosial Yang Seharusnya Ada, Baik Yang Berbasis Masyrakat
Maupun Institusional

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Kota Bogor

Informan dari dinas ini tidsk menjelaskan mengenai hambatan dalam
merckrut pekerja sosial Karena mungkin saja tidak ada hambatan dalam
:‘Mﬂihbﬁhmﬂﬂﬂp&mw&m;mbﬁhmmn




LKS PEKA
Hambatan dalum proses rekrutment pekeria sostal dan TKS & lembaga ol

adalalhy persyarstan Kementerian Sosial bahwa pekena sosial barus berbar
belakang pendidikan sarjana kesejahternan somial/pekenjaan sosial dan 133 wituk
TKS sedangkan lembaganya Jebih menginginkan pekerja sosial dan TKS berasal
dari montan pecandu yang menurut informan akan lebibh memahami masaloh
odiksi dan bisa menjadi role model. Scbaiknyn, dalam hal perekrutmen
“Kementurian Sostal mengajak IPWL, wntuk duduk bersama membahas TUPOKSI
konselor. pekerfa yosial dan perugas lainmya agar warge neyora tidak habiy

percuma,

LKS 2 PSAA RAKSA PUTRA

Informan mengatakan bahwa mungkin tidak akan ada hambatan dalam hal
perekrutmen pekerja sosial asalkan GOW menyetujuinya.Jadi mungkin sajn perly
sosialisast tentung cksistensi profesi pekerjuan sosial Jika pihak GOW memahari
tentang profesi pekerjaan sosial mungkin saja pihak i wkan terdorong untuk

6. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Menangani PMKS
Dan PPKS
Dinas Tenaga Kerja, Transmigarsi Dan Sosial
Persturan/kebijakan : Peraturan Dacrsh baru sebatas Wacana-wacana saja,
misalnys wacana tentang Rumah Singgah. Wacana-wacana tersebut merupakan
dalam wacana-wacana tersebut yang dapat dikembangkan dan dikaji lebih lanjut
untuk menjadi suaty kebijakan Kota Bogor mengenai SDM di bidang pekerjaun

-~ sosial.

WMMHnmmmmwuuMm




pekerjaan sosial telah terbit dan tersosinlisusikan makn akan bermunculan

mymmmwmmm.mmmm
unfuk mendukung formulasi kebijakan profesi pekerjaan sosial di tingkat Kot
Bogor.

LKS PEKA

Pemerintah kota Bogor telah memberikan dukungan dana untuk  biaya
permokanan sebanyak 1] juta ditambsh beras perbulan informan masih
merasakan kurangnyn dukungan, “alangkah lebih baik jika ada suntikan dana
untuk menghidupkan operasional lembaga™,

LKS RAKSA PUTRA

[nforman merasa bahwa pemerintah kota Bogor sudah memberikan
dukungan kepada LKSoya, in menyebutkan nama salsh seorang petugas dinas
tenaga kerja sosial dan transmigrasi yang sering mengunjung: lembaganya, In
juga bersyukur bahwa GOW mampu membiyai opersional LKSnys. Disamping
itu LKS ini memiliki jejaring yang memadai tuk kebutuhan keschatan dan
pendidikan anak-anak asuhannya. Namu~ ia mengatukan bahwa urusan BPJS ke
dinas sosial sudah dimulai tapi belum berhasil.

Catatan: IPWL PEKA terlihat tidak bersedia memberikan no kontak pekerja
sosial/ TKS yang bekerja di lembaganyn kepada peneliti.
C. Pembahasan

Perhatian pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kesejahtersan
'mwwmmwnmm&mw
(renstra) mmm wnmmwwm
mmmxmww umniplidln




Hal lsinnyva vung berkaitan dengan perhatian serius dari pemerintah Kota
wwmmMmkmnnmmwkﬂmmkﬁ
mmmmmmmmmrdmmamm
mmnmkmhkl&minwmmmwmdung
masaloh kescjahteraan sosinl terutama masalah-masaluh kescjahternan sosial
anak .

Namun demilian, jiks peraturan daemh Kota Bogor tentang profesi
pekerjaan sosial dan analisis kebutuhan profes: pekerjnan sosial belum dilakukan
sementara perekrutan peketja sostal harus didasarkan pada perda tersebut dan
hasil analisis kebutuhan maka intervensi pekerjaan sosial dalam s ke 28 bidang
permasalahan sosial akan masih bersifat praktek filantropis. Selain itu juga
tenaga pekerja sosial yang hanya berjumlah 3 orang dengan permasalahan sosial
yang luas dan kompleks menjadi sangat tidak sebanding.

Peneliti mengamati pelayanan pengurusan /pengusulan  BPJS  dinas
ketenagukerjaan, transmigrasi dan sosial kepada beberapa penerima manfaatdi
kantor dinas, terkesan bahwa para petugas memahami bidang tugas mercka
secara memadal. Sementara menurut informan dari LKSA bahwa pihak LKSA
ini pernah mengusulkan BPJS untuk anak-anak asuhnya (ansk — anak penti ) tapi
LKSA ini beruntung karena para pengurus GOW memiliki relasi dengan sistem
sumber schingga LKSA ini bisa mendapatkan pelayanan gratis bagi anak-anuk
asuhnya.

Informan dinas dan sakti peksos menyatakan bahwa untuk sementarn
jumlah pekerja sosial di Kota Bpogor dianggap cukup memadai. Namun terkait
penambahan jumish dan kualitas pekerjn sosial agar semua bidang masalah




BAB V
KESIMPULAN

Penangsnan permasalahan sosial di Kots Bogor akan lebilh memadai bila
MMMMWW:MJmmM
ditambah dengan 2 omng TKSM saja menycbabkan kurang efektifnya

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani masalah di bidang adiksi
NAPZA berada di bawah pembinnan dinas ketcnagakerjnan,ransmigrasi dan
melaporkan diri kepada dinas kota, namun bila mekanisme rekmitmen dan
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Sotting Wmm) penyelenggaraan kosejahteraan sosial yang ada,
A ek berbasis masyarakat maupun institusional

aognmunh bidang-tedang penyslanggaraan kosejahteraan sosial yang
ada di wilayah kerjd instansi Bapak/ibu? (Rutinvinsidental)

lizas jangkauan palayanan sosial yang dibenkan setap ridang
d wilayah kena instans: Bapak/ibu?

tahun tarakhir (2010 a/d 2014)

2 Berapa

WWWM
3 Jeriis-janis PMKS apa saja yang dalam 3

jumiahnya mengalami penurunan?
4. Jenis-enis PMKS apa saja yang dalam 5 tahun terakhir (2010 s/d 2014)

jumiahnya mengaiami kenaikan?
Mengapa jenis-fents PMKS tertantu jumiahnya mengalami

penurunan/kenaikan? (taktor-faktor yang berhubungan)
Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam menangan satiap jenis PMKS?
7. Bagaimanakah jejaring kerja penyelenggaraan kesejahleraan sosial di
wilayah kerja instansi Bapak/ibu?

B. Setting penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang seharusnya ada, balk
berbasis masyarakat maupun institusional.

|. Setting penyelenggaraan kesejahierann sosial apa saja yang dibutuhkan di

wilayah kerja instansi Bapak/Ibu?
2. Berapa jumiah Sumber Daya Manusia (pekerja sosial, tenaga kesejahtaraan

sosial, relawan sosia!, peayuluh sosial) yang dibutuhkan?
3 mmwumwwsoumummm?
4, Apa saja latar belakang pendidikan SDM yang diperiukan?

C. Profil pekerja sosial yang ada dan ketercukupannya setting
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. pedatiep

1. Bagaimana proses rekuitmen pekerja sosial yang selama ini dilakukan, di
wilayah kerja instans| Bapai/lbu?

2. Bagaimana ketercukupan pekera sosial dalam setting-setting
penyelengaraan kesejahteraan sosial di wilayah kerja instansi Bapak/ibu?

‘D Kebutuhan akan pekerfa sosial dalam setiap setting
uhummwmmdmmm
K/bu? (berhubungan dengan pertanyaan B.1.)
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Wawancara bersama Pekerja Sosial
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